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RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa koperasi merupakan bagian penting dari tata

penyelenggaraan ekonomi nasional untuk mewujudkan
demokrasi ekonomi Indonesia dalam sistem perekonomian
nasional sebagai usaha bersama berlandaskan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

. bahwa koperasi mencerdaskan anggota dan mengelola

sumber daya ekonomi untuk memajukan kesejahteraan
anggota, serta mewujudkan keadilan sosial masyarakat
secara mandiri ‘dan berkelanjutan berdasarkan asas
kekeluargaan;

. bahwa perubahan kondisi masyarakat yang berkembang

pada aspek ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya secara
global memerlukan kebijakan perkoperasian yang adaptif
dan tangkas dalam rangka membangun koperasi yang
kuat, sehat, mandiri, dan tangguh;

. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian sebagai dasar pengembangan koperasi
perlu  disesuaikan dengan = kebutuhan = hukum,
perkembangan kondisi masyarakat, dan kebutuhan
kebijakan pengaturan ekonomi pada era digital saat ini,
sehingga perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c¢ dan huruf d, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Perkoperasian;

. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat

(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor

XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi;
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

12.

Koperasi adalah sekumpulan orang yang bersatu secara sukarela dan
bersifat otonom untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi,
sosial, dan budaya secara bersama melalui perusahaan yang
diselenggarakan secara demokratis berdasarkan asas kekeluargaan.
Perkoperasian adalah seluruh aspek yang menyangkut kehidupan
Koperasi.

Koperasi Primer adalah Koperasi yang dibentuk oleh dan beranggotakan
orang seorang.

Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang dibentuk oleh dan
beranggotakan Koperasi.

Koperasi Sektor Riil adalah Koperasi yang melaksanakan usaha yang
menghasilkan barang dan jasa atau komoditas yang mencakup seluruh
kegiatan wusaha pertanian, pertambangan, industri pengolahan,
perdagangan, pariwisata, dan jasa di luar jasa keuangan.

Koperasi Syariah adalah Koperasi yang dibentuk, dikelola, dan
menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan
Perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah
Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam sebagai satu-
satunya usaha.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya
disingkat KSPPS adalah Koperasi yang melaksanakan usaha simpan
pinjam dan pembiayaan syariah sebagai satu-satunya usaha.

Usaha Simpan Pinjam adalah usaha Koperasi yang menghimpun dan
menyalurkan dana dari Anggota dan Koperasi lain.

Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah salah satu
unit usaha dari Koperasi sektor riil, yang mengelola usaha simpan
pinjam secara mandiri.

Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat
USPPS adalah salah satu unit usaha dari Koperasi sektor riil
berdasarkan Prinsip Syariah, yang mengelola usaha simpan pinjam dan
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27.

28.
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pembiayaan secara mandiri.

Apex Koperasi adalah kerja sama jaringan antar Koperasi atau antar
KSP/KSPPS dalam rangka memperkuat likuiditas, penyediaan
pembiayaan, dukungan teknis, dan monitoring kepada Koperasi Anggota
atau KSP/KSPPS Anggota.

Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut Anggota adalah orang
seorang atau Koperasi bagi Koperasi Sekunder.

Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab
penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan
Koperasi.

Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab
mengawasi kebijakan organisasi dan usaha.

Anggaran Dasar adalah aturan tertulis sebagai dasar pembentukan dan
pengelolaan Koperasi serta perubahannya yang disusun berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uang Tanda Masuk Anggota adalah sejumlah uang yang wajib
dibayarkan oleh Anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi
Anggota, dan hanya dibayarkan 1 (satu) kali.

Modal Anggota adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai
dengan uang yang dibayarkan oleh Anggota kepada Koperasi dengan
jumlah dan waktu tertentu, sebagai modal Koperasi.

Hasil Penyetaraan Modal Anggota adalah selisih hasil penyetaraan Modal
Anggota lama dengan Modal Anggota baru yang ditetapkan berdasarkan
keputusan Rapat Anggota.

Hibah adalah sejumlah uang dan/atau barang yang diterima Koperasi
yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pihak lain untuk tujuan
tertentu yang tidak mengikat sifatnya sebagai modal Koperasi.

Selisih Hasil Usaha Koperasi adalah pendapatan Koperasi dalam 1 (satu)
tahun buku setelah dikurangi beban pokok, beban operasional, dan
beban Perkoperasian.

Cadangan adalah modal Koperasi yang disisihkan dari surplus hasil
usaha dan laba usaha untuk menutup kerugian, mengembangkan
usaha Koperasi, dan/atau menjamin kesinambungan modal Koperasi.
Penyertaan adalah sejumlah uang dan/atau barang yang dapat dinilai
dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum
untuk menambah pendanaan usaha tertentu Koperasi.

Restrukturisasi Koperasi adalah proses mengubah struktur Koperasi
untuk penyehatan usaha, pengembangan, dan/atau efisiensi Koperasi
yang mencakup usaha, kelembagaan, utang, dan modal sesuai dengan
kepentingan Anggota.

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu)
Koperasi atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Koperasi lain,
yang mengakibatkan hak dan kewajiban dari Koperasi yang
menggabungkan diri beralih kepada Koperasi yang menerima
Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Koperasi yang
menggabungkan diri berakhir.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua)



-4-

Koperasi atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1
(satu) Koperasi baru yang memperoleh hak dan kewajiban dari Koperasi
yang meleburkan diri dan selanjutnya status badan hukum Koperasi
yang meleburkan diri berakhir.

29. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Koperasi
untuk memisahkan kegiatan usaha yang mengakibatkan sebagian hak
dan kewajiban Koperasi beralih kepada 1 (satu) Koperasi atau lebih
sebagai hasil dari Pemisahan.

30. Pembagian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Koperasi
untuk dibagi menjadi 1 (satu) atau lebih Koperasi baru yang
mengakibatkan mengakibatkan seluruh hak dan kewajiban Koperasi
beralih kepada 1 (satu) Koperasi atau lebih sebagai hasil dari Pembagian.

31. Pengintegrasian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu)
atau lebih Koperasi yang mengintegrasikan diri dan salah satunya
berfungsi sebagai induk usaha bersama yang dapat memiliki 1 (satu)
atau lebih badan hukum lain.

32. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan
Perkoperasian yang Dbersifat terpadu untuk memperjuangkan
kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi menuju tercapainya
cita-cita dan tujuan Koperasi.

33. Hari adalah hari kerja.

34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang Koperasi.

35. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

36. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3
Koperasi berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 4
Koperasi bertujuan mencerdaskan, memajukan kesejahteraan, mewujudkan
keadilan sosial, dan melindungi Anggota pada khususnya dan masyarakat
pada umumnya, serta ikut mewujudkan demokrasi ekonomi yang
berkelanjutan.

Pasal 5
Peran Koperasi adalah:
a. meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan daya tawar
Anggota;
b. memajukan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya Anggota, serta
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mengembangkan potensi sumber daya masyarakat dan lingkungannya;
memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional yang berkeadilan dengan Koperasi
sebagai pelaku utama ekonomi nasional;

mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang
merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan; dan
menjadi mitra Pemerintah Pusat, mitra Pemerintah Daerah, dan mitra
pemerintah desa, mitra sejajar usaha swasta, serta mitra sejajar badan
usaha milik negara dan badan usaha milik daerah/desa dalam rangka
mempercepat penurunan tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi untuk
mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, meningkatkan peluang usaha
dan lapangan kerja, serta meningkatkan pembangunan berkelanjutan.

BAB II
NILAI DAN PRINSIP

Pasal 6
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Koperasi
melaksanakan dan mengembangkan kegiatan dan usaha berdasarkan
nilai dan prinsip Koperasi.
Nilai Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
menolong diri sendiri;
kemandirian;
kebersamaan;
gotong royong;
demokratis;
keterbukaan;
kebaruan;
keadilan; dan
. tanggung jawab.
Selain nilai Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota
Koperasi juga menjunjung nilai-nilai etika:
a. kejujuran;
b. kesetaraan;
c. -tanggung jawab bersama,;
d. pengakuan; dan
e. kepedulian terhadap orang lain.
Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
keanggotaan sukarela dan terbuka;
pengendalian oleh Anggota secara demokratis;
partisipasi ekonomi Anggota;
otonomi dan kemandirian;
pendidikan, pelatihan, dan informasi;
kerja sama antar-Koperasi; dan
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

S0 0 R0 o
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BAB III
STATUS, BENTUK, PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR, PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR, DAN PENGUMUMAN
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Bagian Kesatu
Status dan Bentuk Koperasi

Pasal 7
Koperasi merupakan badan hukum.
Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya
disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum.

Pasal 8
Koperasi dapat berbentuk:
a. Koperasi Primer; atau
b. Koperasi Sekunder.

Pasal 9

Koperasi Sekunder menjalankan fungsi subsidiaritas untuk mendorong
peningkatan produktivitas dan efisiensi Anggotanya.

(1)
(2)

(1)
(2)

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 10
Koperasi Primer dibentuk oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang.
Koperasi Sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 11
Pembentukan Koperasi dilakukan melalui rapat pembentukan yang
dihadiri oleh para pendiri.
Pembentukan ‘Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris dalam bahasa
Indonesia.

Pasal 12

Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berkaitan
dengan pembentukan Koperasi.

(1)

(2)

(3)

Pasal 13
Akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
disampaikan oleh pendiri dan/atau kuasa pendiri melalui notaris
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak akta
pendirian ditandatangani.
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
mengesahkan akta pendirian sebagai badan hukum dalam waktu paling
lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan diterima.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan akta pendirian diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
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Bagian Ketiga
Anggaran Dasar

Pasal 14

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat paling
sedikit:

R

e

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

nama dan tempat kedudukan Koperasi;

nama pendiri;

tujuan dan usaha Koperasi;

jangka waktu berdirinya Koperasi;

ketentuan mengenai Anggota, Pengurus, dan Pengawas;

ketentuan mengenai Rapat Anggota;

ketentuan mengenai dewan pengawas syariah bagi Koperasi Syariah;
ketentuan mengenai tata kelola organisasi Koperasi;

ketentuan mengenai jumlah modal dasar dan jumlah modal pendirian
Koperasi;

ketentuan mengenai jangka waktu untuk pemenuhan modal dasar;
ketentuan mengenai pengelolaan aset, modal, dan utang Koperasi;
ketentuan mengenai pembagian surplus hasil usaha dan pembebanan
defisit hasil usaha;

ketentuan mengenai laporan pertanggungjawaban Pengurus dan
Pengawas;

ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

ketentuan mengenai pembubaran, Penggabungan, Peleburan, Pemisahan,
dan Pengintegrasian;

ketentuan mengenai sanksi; dan

ketentuan mengenai pendidikan, pelatihan, dan informasi Perkoperasian.

Pasal 15

Nama Koperasi harus didahului dengan kata “Koperasi”.

Nama Koperasi Sekunder harus didahului dengan kata “Koperasi” dan

diakhiri dengan singkatan dalam tanda kurung “(Skd)”.

Koperasi tidak boleh memakai nama yang:

a. telah dipakai secara sah oleh Koperasi lain;

b. ‘bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah
Pusat, lembaga Pemerintah Daerah, atau lembaga internasional,
kecuali apabila mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
dan/atau

d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau
menunjukkan maksud dan tujuan Koperasi saja tanpa nama diri.

Sebelum mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian, pendiri

atau notaris terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan

nama Koperasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.

Setiap orang dilarang memakai kata “Koperasi” sebagai nama badan

usaha yang berbentuk selain badan hukum Koperasi dengan tujuan

memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Koperasi
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diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 16
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya dapat
diubah oleh Rapat Anggota.
Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan terhadap:
nama Koperasi;
tujuan dan sektor usaha Koperasi;
modal dasar dan/atau modal pendirian,;
tata kelola organisasi Koperasi;
Penggabungan, Peleburan, Pemisahan, dan Pengintegrasian,;
dan/atau
f. jangka waktu berdirinya Koperasi.
Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat
atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
Pengurus/atau kuasa Pengurus mengajukan pengesahan perubahan
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melalui notaris
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak akta
perubahan ditandatangani.
Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai
berlaku sejak tanggal pengesahan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum.
Koperasi yang telah dicabut izin usahanya atau Koperasi dalam
pengawasan khusus tanpa persetujuan pejabat yang berwenang dilarang
melakukan perubahan Anggaran Dasar.

°po o

Pasal 17
Selain perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (2), harus diberitahukan juga kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak akta perubahan
Anggaran Dasar dibuat dan ditandatangani.
Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilaksanakan, perubahan Anggaran Dasar tidak mengikat pihak lain.

Bagian Kelima
Pengumuman

Pasal 18

Keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi dan pengesahan akta
perubahan Anggaran Dasar diumumkan dalam Berita Negara Republik



Indonesia oleh Koperasi.

Pasal 19
(1) Menteri menyelenggarakan daftar umum Koperasi.
(2) Daftar umum Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diselenggarakan secara elektronik.

Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, Anggaran Dasar, perubahan
Anggaran Dasar, dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 21
(1) Anggota merupakan:
a. warga negara Indonesia; atau
b. badan hukum Koperasi Indonesia.
(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cakap melakukan
perbuatan hukum.

Pasal 22
(1) Anggota merupakan pemilik sekaligus pengguna layanan Koperasi.
(2) Koperasi wajib mencatat Anggota dalam buku daftar Anggota.
(3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 23
(1) Keanggotaan Koperasi terdiri atas:
a. Anggota; dan
b. Anggota pendiri.
(2) Selain keanggotaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Koperasi dapat mengangkat Anggota kehormatan.

Pasal 24
(1) Keanggotaan Koperasi terbuka bagi setiap orang yang mendukung cita-
cita dan tujuan Koperasi.
(2) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi
dalam lingkup usaha Koperasi.
(3) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.

Pasal 25
Setiap Anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap Koperasi
sesuai dengan Anggaran Dasar.

Pasal 26
Setiap Anggota berhak:
a. mendapatkan pelayanan secara adil;
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mendapatkan kesempatan untuk memilih dan/atau dipilih sebagai
Pengurus atau Pengawas;

menghadiri, memberikan suara, dan menyatakan pendapat dalam Rapat
Anggota;

meminta diadakan Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan dalam
Anggaran Dasar;

mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat
Anggota baik diminta maupun tidak diminta;

mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut
ketentuan dalam Anggaran Dasar;

memperoleh manfaat dan pembagian Selisih Hasil Usaha sesuai tingkat
partisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi; dan

mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan informasi Perkoperasian dari
Koperasi.

Pasal 27

Setiap Anggota berkewajiban:

a.

b.
c.

d.

mematuhi Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan
yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;

menyetor Uang Tanda Masuk Anggota dan Modal Anggota;

berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
dan

mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas
kekeluargaan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, hak, dan kewajiban Anggota
diatur dalam Anggaran Dasar.

(1)

(2)

(1)

Pasal 29
Koperasi dapat menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang:
a. tidak mematuhi Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan
keputusan Rapat Anggota; dan/atau
b. tidak berpartisipasi aktif dalam kepemilikan dan usaha yang
diselenggarakan oleh Koperasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB V
PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30
Koperasi memiliki perangkat organisasi yang terdiri atas:
a. Rapat Anggota;
b. Pengurus; dan
c. Pengawas.
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(2) Selain memiliki perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Koperasi Syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.

Bagian Kedua
Rapat Anggota

Pasal 31

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
Pasal 32

(1) Rapat Anggota diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun.
(2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diselenggarakan dengan cara daring dan/atau luring.

Pasal 33

Rapat Anggota berwenang:

a. menetapkan kebijakan umum Koperasi;

b. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar;

c. memilih, mengangkat, memberhentikan, dan mengganti Pengurus dan
Pengawas;

d. memilih, mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan dewan
pengawas syariah untuk Koperasi Syariah;

e. menetapkan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan
belanja Koperasi;

f. menetapkan rencana  pendidikan, pelatihan, dan  informasi
Perkoperasian,;

g. menerima atau menolak pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas;

h. menetapkan perubahan modal dasar;

e

menetapkan pembagian surplus hasil usaha dan laba usaha serta

pembebanan defisit dan/atau rugi usaha;

j- menetapkan batas maksimum utang yang dapat dilakukan oleh Pengurus
untuk dan atas nama Koperasi;

k. menetapkan Penyertaan pada kegiatan usaha Koperasi;

. menetapkan penanaman modal Koperasi pada pihak lain;

m. menetapkan menjadi peserta Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi bagi
KSP atau KSPPS;

n. menetapkan Penggabungan, Peleburan, Pemisahan, Pengintegrasian, dan
pembubaran Koperasi; dan

o. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-

Undang ini.

Pasal 34
(1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus.
(2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus, dan Pengawas.
(3) Selain dihadiri oleh Anggota, Pengurus, dan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Rapat Anggota Koperasi Syariah dihadiri oleh
dewan pengawas syariah.
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Pasal 35
Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk
mencapai mufakat.
Dalam hal tidak diperoleh keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak.
Setiap Anggota memiliki 1 (satu) hak suara dalam Rapat Anggota.
Hak suara Anggota Koperasi Sekunder diatur secara proporsional dalam
Anggaran Dasar berdasarkan jumlah Anggota masing-masing.
Pada setiap penyelenggaraan Rapat Anggota harus dibuat berita acara
yang dilampiri risalah Rapat Anggota dan ditandatangani oleh pimpinan
rapat.

Pasal 36
Koperasi yang jumlah Anggotanya paling sedikit 100 (seratus) orang
dan/atau yang mengalami kendala geografis dapat menyelenggarakan
Rapat Anggota melalui delegasi Anggota.
Koperasi mengatur penyelenggaraan Rapat Anggota melalui delegasi
Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Anggaran Dasar.

Pasal 37
Rapat Anggota sah apabila dihadiri oleh Anggota melebihi jumlah
kuorum yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Keputusan Rapat Anggota sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
per dua) dari jumlah Anggota yang hadir.
Dalam hal Rapat Anggota diselenggarakan untuk memutuskan
pembubaran Koperasi, Rapat Anggota sah apabila dihadiri paling sedikit
oleh 3/4 (tiga per empat) jumlah Anggota.
Keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sah
apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
Anggota yang hadir.

Pasal 38
Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk meminta
pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas wajib dilaksanakan 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan
Rapat Anggota tahunan.
Rapat Anggota tahunan Koperasi Primer diselenggarakan paling lama 3
(tiga) bulan terhitung sejak tahun buku Koperasi berakhir.
Rapat Anggota tahunan Koperasi Sekunder diselenggarakan paling lama
6 (enam) bulan terhitung sejak tahun buku Koperasi berakhir.

Pasal 39
Hasil pelaksanaan Rapat Anggota tahunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 wajib disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota.
KSP dan KSPPS dan Koperasi yang memiliki USP atau USPPS,
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menyampaikan hasil pelaksanaan Rapat Anggota tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib juga menyampaikan hasil pelaksanaan
Rapat Anggota tahunan kepada Otoritas Pengawas Koperasi Simpan
Pinjam.

Penyampaian hasil pelaksanaan Rapat Anggota tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi administratif
berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau

Pengawas Koperasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan pelaksanaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 41
Dalam kondisi tertentu, Koperasi dapat menyelenggarakan Rapat
Anggota luar biasa.
Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; atau
b. keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang
pengambilannya ada pada Rapat Anggota.
Penyelenggaraan Rapat Anggota luar biasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan atas:
a. prakarsa Pengurus; atau
b. permintaan paling sedikit 1/5 (satu per lima) jumlah Anggota.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Rapat Anggota luar biasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengurus

Pasal 42

Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota.

Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan:

a. telah menjadi Anggota Koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun dan aktif
sebagai Anggota;

b. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman tentang
pengelolaan organisasi dan usaha;

c. tidak pernah dinyatakan pailit;

d. tidak sedang menjalani hukuman pidana yang telah berkekuatan
hukum tetap;
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e. tidak pernah dinyatakan bersalah menjadi Pengawas atau Pengurus
suatu Koperasi, komisaris, atau direksi pada suatu perusahaan
karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu dinyatakan
pailit;

f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan Koperasi, perusahaan, keuangan negara, dan/atau
sektor keuangan lain, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatan; dan

g. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda
sampai derajat kedua dengan Pengurus dan Pengawas.

Persyaratan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dikecualikan untuk pembentukan Koperasi baru.

Masa jabatan Pengurus untuk 1 (satu) kali periode paling lama 5 (lima)

tahun dan hanya dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk

1 (satu) kali periode berikutnya.

Pasal 43
Ketentuan mengenai susunan, pembagian tugas, dan wewenang
Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.
Koperasi dapat memberikan remunerasi kepada Pengurus sesuai
keputusan Rapat Anggota.

Pasal 44
Pengurus Koperasi Sekunder dipilih dari perwakilan Koperasi.
Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengurus
yang diberi mandat untuk mewakili Koperasinya.

Pasal 45
Pengurus bertugas:
mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;
menyelenggarakan Rapat Anggota;
mendorong dan memajukan usaha Anggota;
menyusun rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan
belanja Koperasi;
menyusun rencana dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan,
dan informasi Perkoperasian;
f. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara
tertib;
menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
memelihara:
daftar Anggota;
daftar Pengawas;
daftar Pengurus;
daftar Uang Tanda Masuk Anggota dan Modal Anggota;
risalah Rapat Anggota; dan
dokumen atau catatan penting yang berkaitan dengan kegiatan
Koperasi.
i. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
Pengurus kepada Rapat Anggota;
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j- wajib menyampaikan laporan perkembangan kelembagaan, usaha,
dan keuangan secara berkala kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota, dan Otoritas Pengawas Koperasi Simpan Pinjam
untuk KSP dan KSPPS;

k. wajib memberikan keterangan yang benar kepada pejabat pengawas
Koperasi yang ditugaskan;

. melakukan upaya lain untuk kepentingan, kemanfaatan, dan
kemajuan Koperasi sesuai dengan wewenang dan/atau keputusan
Rapat Anggota;

m. tugas lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan

n. memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berbentuk

dokumen tertulis atau elektronik.

Pengurus berwenang:

a. memutuskan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta
pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran
Dasar;

b. mengangkat dan memberhentikan karyawan;

c. mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
dengan batasan yang ditetapkan Undang-Undang dan Anggaran
Dasar;

d. melakukan perjanjian kerja sama;

e. menjatuhkan sanksi kepada Anggota sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar; dan

f. menggunakan jasa audit dari akuntan publik; dan

g. wewenang lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 46
Pengurus melaksanakan tugas dengan iktikad baik dan penuh tanggung
jawab untuk kepentingan Koperasi.
Pengurus bertanggung jawab atas kepengurusan Koperasi untuk
kepentingan dan pencapaian tujuan Koperasi kepada Rapat Anggota.
Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian
Koperasi apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah dengan
sengaja atau lalai menjalankan tugasnya.
Pengurus yang dengan sengaja atau lalai mengakibatkan kerugian pada
Koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh Pengawas dan/atau sejumlah
Anggota yang mewakili lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) Anggota atas
nama Koperasi.

Pasal 47

Pengurus tidak berwenang mewakili Koperasi dalam hal:

a. terjadi perkara antara Koperasi dengan Pengurus;

b. Pengurus mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
kepentingan Koperasi; atau

c. Pengurus sedang menjalani sanksi administratif dari Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah.

Dalam hal salah seorang atau lebih Pengurus dinyatakan tidak
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berwenang mewakili Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengurus yang lain berwenang mewakili Koperasi dengan
memberitahukan kepada Pengawas.

Dalam hal semua Pengurus tidak berwenang mewakili Koperasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat Anggota menunjuk
Pengawas sebagai pihak yang berwenang mewakili Koperasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak yang berwenang mewakili
Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 48

Pengurus dapat terlepas dari tanggung jawab menanggung kerugian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dalam hal dapat
membuktikan bahwa:

a.
b.

(1)

(2)

(1)
(2)

kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

telah melakukan kepengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian
untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Koperasi;
tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan Pengurus yang mengakibatkan kerugian; dan
telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut.

Pasal 49

Pengurus harus mendapatkan persetujuan Rapat Anggota dalam hal
Koperasi:
a. mengalihkan aset atau kekayaan tetap Koperasi untuk nilai tertentu
yang diatur dalam Anggaran Dasar;
menjadikan aset atau kekayaan Koperasi sebagai jaminan utang;
mengajukan pinjaman;
menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya;
melakukan penanaman modal pada pihak lain yang berisiko dan
nilainya berpotensi mengganggu likuiditas Koperasi;
mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Sekunder;
g. mendirikan dan/atau memiliki perusahaan;
h. ‘melakukan Penggabungan, Peleburan, Pemisahan, Pembagian, atau

Pengintegrasian; dan/atau
i. melakukan hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar.
Ketentuan mengenai batasan paling banyak pengalihan aset, jaminan
utang atas aset atau kekayaan, pengajuan pinjaman, penerbitan
obligasi, surat utang, dan penanaman modal yang dapat menjadi
wewenang Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

opo o
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Pasal 50
Pengurus mengembangkan sistem pengendalian manajemen Koperasi
untuk menjamin keamanan dan produktivitas penggunaan aset.
Pengurus wajib mengatasnamakan segala bentuk aset atau kekayaan
Koperasi atas nama Koperasi.
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Pasal 51

(1) Pengurus berhenti karena telah:

a. menghabiskan masa jabatan;
b. meninggal dunia; dan
c. mengundurkan diri.

(2) Pengurus diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dalam
hal:

a. tidak memenuhi persyaratan menjadi Pengurus sebagaimana diatur
dalam 42 ayat (2);

b. tidak menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (1);

c. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (3);

d. menerima hukuman pidana yang dijatuhkan dengan berkekuatan
hukum tetap; dan/atau

e. alasan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(3) Keputusan untuk memberhentikan Pengurus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri dalam Rapat Anggota.

(4) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) mengakibatkan berakhirnya kedudukan yang bersangkutan
sebagai Pengurus.

Pasal 52
Dalam hal Rapat Anggota memutuskan Pengurus diberhentikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) Hari Koperasi melakukan Rapat Anggota untuk memilih dan
menetapkan Pengurus baru.

Pasal 53
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, jangka
waktu kepengurusan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur
dalam Anggaran Dasar.

Pasal 54

(1) Pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa
untuk mengelola usaha.

(2) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.

(3) Hubungan antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan Pengurus merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tugas, wewenang, dan
tanggung jawab pengelola diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat
Pengawas

Pasal 55
(1) Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota.
(2) Persyaratan untuk dipilih menjadi Pengawas meliputi:
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a. telah menjadi Anggota Koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun dan aktif
sebagai Anggota;

b. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman tentang
pengawasan;

c. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau
komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah
karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan tersebut pailit;

d. tidak sedang menjalani hukuman pidana yang telah berkekuatan
hukum tetap;

e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan Koperasi, perusahaan, keuangan negara, dan/atau
sektor keuangan lain, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatan; dan

f. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda
sampai derajat kedua dengan Pengurus dan Pengawas.

Persyaratan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dapat dikecualikan untuk pembentukan Koperasi baru.

Masa jabatan Pengawas untuk 1 (satu) kali periode paling lama S (lima)

tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Pengawas dilarang merangkap sebagai Pengurus pada Koperasi yang

sama.

Pasal 56
Pengawas Koperasi Sekunder dipilih dari perwakilan Koperasi.
Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengawas
yang diberi mandat untuk mewakili Koperasinya.

Pasal 57

Pengawas bertugas:

a. melaksanakan pengawasan terhadap kelembagaan, usaha, dan
keuangan Koperasi;

b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan

pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus;

melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota;

memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Pengurus;

e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
Pengawas kepada Rapat Anggota;

f. wajib memberikan keterangan yang benar kepada pejabat pengawas
Koperasi yang ditugaskan;

g. mewakili Koperasi dalam hal Pengurus tidak berwenang mewakili
Koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota; dan

h. tugas lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pengawas berwenang:

a. meminta keterangan yang diperlukan dari Pengurus serta pihak lain
yang terkait;

b. meminta laporan berkala tentang perkembangan dan kinerja
Pengurus dalam aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan;

c. memberikan persetujuan atas tindakan hukum tertentu yang
dilakukan oleh Pengurus yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;

p o
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d. menunjuk akuntan publik, termasuk untuk melakukan audit
terhadap Koperasi atas temuan yang bersifat khusus;

e. mengusulkan diselenggarakannya Rapat Anggota dalam hal
ditemukan adanya penyimpangan yang merugikan Koperasi;

f. memberikan teguran tertulis kepada Pengurus dalam hal ditemukan
penyimpangan,;

g. mengusulkan pemberhentian Pengurus yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) kepada Rapat
Anggota; dan

h. wewenang lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 58
Pengawas wajib melaksanakan tugas dengan iktikad baik dan penuh
tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Koperasi.
Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya
kepada Rapat Anggota.
Pengawas bersama Pengurus secara tanggung renteng menanggung
kerugian yang diderita oleh Koperasi, akibat Pengawas tidak
melaksanakan tugas pengawasan.
Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian
Koperasi apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah atau lalai
menjalankan tugasnya.
Pengawas yang dengan sengaja atau lalai mengakibatkan kerugian pada
Koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah Anggota yang
mewakili lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) Anggota atas nama Koperasi.

Pasal 59

Pengawas dapat terlepas dari tanggung jawab menanggung kerugian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) dalam hal dapat
membuktikan bahwa:

a.
b.

(1)
(2)

kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian
untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Koperasi;
tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan Pengawas yang mengakibatkan kerugian; dan
telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut.

Pasal 60

Pengawas diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.

Pemberhentian Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam hal Pengawas:

a. tidak memenuhi persyaratan menjadi Pengawas sebagaimana diatur
dalam 55 ayat (2);

b. tidak menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (1);

c. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
57 ayat (2);

d. dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
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atau
e. alasan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(3) Keputusan pemberhentian Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
membela diri dalam Rapat Anggota.

(4) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengakibatkan berakhirnya kedudukan yang bersangkutan sebagai
Pengawas.

Pasal 61
Dalam hal Rapat Anggota memutuskan Pengawas diberhentikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) Hari Koperasi melakukan Rapat Anggota untuk memilih dan
menetapkan Pengawas baru.

Pasal 62
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, jangka
waktu kepengawasan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur
dalam Anggaran Dasar.

Pasal 63
Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Tata Kelola Jenjang Tunggal

Pasal 64

(1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha, Koperasi dapat
memilih tata kelola jenjang tunggal, dengan perangkat organisasi yang
berbeda dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) terdiri dari:

a. Rapat Anggota; dan
b. Pengurus.

(2) Koperasi yang memilih tata kelola jenjang tunggal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewenangan Pengawas beralih
kepada Pengurus.

(3) Semua ketentuan mengenai Pengawas Koperasi melekat kepada
Pengurus.

(4) Sebagian tugas dan kewenangan Pengurus didelegasikan oleh Pengurus
kepada direksi sebagai pengelola Koperasi.

(5) Tugas yang didelegasikan kepada direksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) merupakan tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h,
huruf j, huruf k, huruf 1, huruf m, dan huruf n.

(6) Kewenangan yang didelegasikan kepada direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) merupakan wewenang Pengurus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, huruf d, dan huruf g.

(7) Tata kelola Koperasi jenjang tunggal dengan ketentuan:

a. Pengurus adalah pemegang mandat Rapat Anggota;
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b. direksi dari kalangan profesional untuk mengelola organisasi dan
usaha Koperasi; dan

c. direksi diusulkan oleh Pengurus dan ditetapkan dalam Rapat
Anggota.

Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

bersifat kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu.

Direksi dapat diangkat kembali karena prestasi kerja dan disetujui

Rapat Anggota.

Sebagian atau seluruh direksi dapat diberhentikan oleh Pengurus.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan dalam direksi, Pengurus dapat

mengangkat penjabat direksi yang disahkan pada Rapat Anggota

berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola jenjang tunggal diatur

dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 65
Koperasi Syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang
mendapatkan rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan
dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Dewan pengawas syariah diangkat, ditetapkan, dan diberhentikan
dalam Rapat Anggota.
Koperasi Syariah dalam satu wilayah kabupaten/kota atau dalam 1
(satu) jaringan kerja dapat memiliki dewan pengawas syariah bersama
dalam rangka melaksanakan prinsip kerja sama antar Koperasi,
standardisasi operasional, dan efisiensi.
Dewan pengawas syariah bertugas memberikan nasihat dan saran
kepada Pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi Syariah agar
sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pasal 66

Koperasi Syariah yang tidak memiliki dewan pengawas syariah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Menteri; atau
b. pencabutan izin usaha Koperasi Syariah oleh lembaga yang

mengeluarkan izin usaha.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan pelaksanaan
sanksi administratif kepada Koperasi Syariah yang tidak memiliki dewan
pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

BAB VI
MODAL DAN UTANG

Bagian Kesatu
Modal



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

-22-

Pasal 67
Modal Koperasi terdiri atas:
Uang Tanda Masuk Anggota;
Modal Anggota;
Hasil Penyetaraan Modal Anggota;
Selisih Hasil Usaha yang belum dibagi;
Cadangan,;
Hibah; dan
g. modal lain yang sah.
Modal Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
dan huruf ¢ merupakan modal yang berasal dari kontribusi Anggota
yang dibayarkan kepada Koperasi dan disertai dengan bukti
pembayaran yang sah.
Modal dasar merupakan modal yang nominalnya dinyatakan dalam
Anggaran Dasar sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan
Koperasi yang berasal dari Modal Anggota yang wajib dipenuhi dalam
jangka waktu tertentu.
Modal pendirian Koperasi merupakan Modal Anggota yang dihimpun
dari setoran Anggota secara proporsional dengan jumlah Anggota pendiri
berdasarkan kemampuan Anggota.

™ A0 TP

Pasal 68
Uang Tanda Masuk Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat (1) huruf a dibayar oleh Anggota pada saat diterima sebagai
Anggota, dibayar 1 (satu) kali dan menjadi milik Koperasi.
Karakteristik Uang Tanda Masuk Anggota meliputi:
a. tanda bukti sah menjadi Anggota; dan
b. tidak dapat dialihkan.
Nilai Uang Tanda Masuk Anggota ditetapkan dalam Anggaran Dasar
dengan nominal yang sama untuk setiap Anggota.
Nilai Uang Tanda Masuk Anggota dapat diubah sesuai dengan
perkembangan kebutuhan modal dan usaha Koperasi.
Perubahan nilai Uang Tanda Masuk Anggota sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan oleh Rapat Anggota dan dicantumkan dalam
perubahan Anggaran Dasar.

Pasal 69

Modal Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b
wajib dibayar oleh Anggota selama masa keanggotaan dengan jumlah
dan waktu tertentu.
Ketentuan mengenai jumlah paling sedikit Modal Anggota yang disetor
oleh Anggota dan waktu tertentu ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Karakteristik Modal Anggota, meliputi:
a. tidak mempunyai hak suara;
b. tidak dapat ditarik selama masih menjadi Anggota Koperasi;
c. hanya dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya oleh sesama

Anggota dan/atau Koperasi;
d. memperoleh bagian surplus hasil usaha dan manfaat lain; dan
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e. menanggung risiko.

Modal Anggota dapat dinyatakan dalam satuan tertentu.

Nilai Modal Anggota dapat diubah sesuai dengan perkembangan
kebutuhan modal dan usaha Koperasi.

Perubahan nilai Modal Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan oleh Rapat Anggota.

Koperasi menetapkan batasan kepemilikan Modal Anggota untuk
menjaga proporsi kepemilikan setiap Anggota secara wajar.

Pasal 70
Hasil Penyetaraan Modal Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 ayat (1) huruf c merupakan selisih hasil penyetaraan Modal Anggota
lama dengan Modal Anggota baru.
Nilai Hasil Penyetaraan Modal Anggota ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Pasal 71
Selisih Hasil Usaha yang belum dibagi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (1) huruf d, merupakan keseluruhan atau sebagian
surplus hasil usaha pada periode tertentu yang belum dibagi
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
Selisih Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berfungsi untuk menanggung risiko dan mengembangkan usaha
Koperasi melalui persetujuan Rapat Anggota.

Pasal 72
Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e
disisihkan dari surplus hasil wusaha Koperasi yang besaran
persentasenya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Penyisihan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
secara akumulatif sampai dengan mencapai paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dari jumlah Modal Anggota Koperasi.
Dalam hal penyisihan Cadangan belum mencapai jumlah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3), Cadangan hanya dapat digunakan untuk
menutup kerugian.
Dalam hal penyisihan Cadangan telah melebihi jumlah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3), Cadangan dapat digunakan untuk
mengembangkan usaha Koperasi, dan/atau menjamin kesinambungan
modal Koperasi.

Pasal 73
Koperasi dapat menerima Hibah sebagai modal Koperasi dari pihak
ketiga dari dalam dan/atau luar negeri.
Hibah yang diterima dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilaporkan kepada lembaga yang mempunyai tugas dibidang
pelaporan dan analisis transaksi keuangan.
Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan
kepada Anggota, Pengurus, Pengawas, maupun pihak lain.
Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 74
Modal lain yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf
g merupakan modal Koperasi yang berasal dari sumber yang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Modal lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung
risiko kerugian usaha Koperasi.
Modal lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal
dari Anggota, Koperasi lain atau pihak lain dapat diberikan alokasi
Selisih Hasil Usaha Koperasi.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Uang
Tanda Masuk Anggota, Modal Anggota, Hasil Penyetaraan Modal Anggota,
Selisih Hasil Usaha yang belum dibagi, Cadangan, Hibah, dan modal lain
yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan diatur dalam
Anggaran Dasar.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Utang

Pasal 76
Utang Koperasi merupakan kewajiban Koperasi kepada pihak lain
dengan ketentuan jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu
tertentu yang disepakati.
Utang Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber
dari:
a. Anggota; dan/atau
b. bukan Anggota.
Utang Koperasi yang bersumber dari bukan Anggota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
perorangan;
Koperasi lain;
badan usaha;
lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
dan/atau
e. pihak lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Utang Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
utang dagang;
simpanan Anggota;
pinjaman yang diterima;
pembiayaan yang diterima;
surat utang jangka pendek;
obligasi; dan/atau
instrumen utang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 77
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Koperasi dapat menerima pendanaan lain berupa Penyertaan.
Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

a. Anggota; dan

b. bukan Anggota.

Penyertaan dari bukan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berasal dari:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah;

c. Koperasi lain;

d. badan hukum;

e. badan layanan umum; dan

f. lembaga ekosistem Koperasi.

Penyertaan mempunyai karakteristik:

a. membiayai usaha pada unit usaha, lini usaha atau proyek usaha
Koperasi;

ada kelayakan usaha yang disetujui oleh Rapat Anggota;

mendapat pembagian keuntungan usaha;

menanggung risiko kerugian usaha; dan

ada perjanjian antara Koperasi dengan pihak yang melakukan
penyertaan.

Koperasi yang menyelenggarakan unit usaha, lini usaha atau proyek
usaha yang dibiayai dari Penyertaan mendapatkan imbalan berdasarkan
kesepakatan.

Ketentuan mengenai Penyertaan dari Anggota diatur dalam Anggaran
Dasar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyertaan dari bukan Anggota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

oo o

Pasal 78
Koperasi dalam memperoleh utang sebagaimana dimaksud pada Pasal
77 menerapkan risiko utang yang meliputi kemampuan membayar dan
keseimbangan struktur modal yang sehat.
Dalam upaya pengelolaan risiko utang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Koperasi dapat mengikuti program penjaminan kredit atau
pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Koperasi Syariah dalam menghimpun modal, utang, dan Penyertaan wajib
menggunakan Prinsip Syariah.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal, utang, dan Penyertaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 79 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

BAB VII
USAHA
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Bagian Kesatu
Umum

Pasal 81

Koperasi melaksanakan usaha berdasarkan kesamaan cita-cita dan

tujuan dalam pemenuhan kebutuhan Anggota dan masyarakat sesuai

dengan lapangan usaha yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Koperasi dalam menentukan kegiatan usaha mempertimbangkan:

a. keterkaitan dan rantai nilai usaha Anggota yang dapat
meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya tawar melalui
penyatuan kepentingan Anggota;

b. mengembangkan model usaha yang dapat memenuhi kebutuhan
dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal kepada Anggota;

c. tidak membuka usaha yang telah diupayakan oleh sebagian besar
Anggota.

Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam

1 (satu) atau lebih lapangan usaha yang saling terkait dan menunjang.

Koperasi melaksanakan usaha pada kegiatan usaha sektor riil dan/atau

sektor keuangan.

Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketentuan mengenai pelaksanaan usaha Koperasi dijalankan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82
Koperasi dalam menyelenggarakan kegiatan usaha, tata kelola,
administrasi, dan transaksi dapat berbasis elektronik atau digital sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggaraan kegiatan usaha berbasis elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau
bermitra.
Untuk mendorong percepatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan
fasilitasi yang dibutuhkan.

Pasal 83
Koperasi dapat membentuk unit usaha mandiri, yang memiliki
kekayaan, modal, dan utang yang dibukukan secara terpisah.
Unit usaha mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menerima pendanaan dari Anggota, Koperasi lain, mitra usaha, dan
pihak lain dalam bentuk penyertaan.
Laporan keuangan unit usaha mandiri dikonsolidasikan dalam laporan
keuangan Koperasi.

Pasal 84
Koperasi dikelompokkan berdasarkan skala usaha sesuai dengan
kebutuhan pengembangan pada lapangan wusaha untuk maksud
pemberdayaan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai skala usaha sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Koperasi Sektor Riil

Pasal 85
Koperasi sektor riil harus menyelenggarakan:
pengadaan bersama,;
pemasaran bersama,;
hak atas kekayaan intelektual,
kepastian pasar;
nilai tambah;
rantai pasok; dan/atau
g. teknologi.
Usaha Koperasi sektor riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diselenggarakan secara mandiri atau melalui kerja sama dengan usaha
Anggota sebagai unit usaha Koperasi.
Koperasi sektor riil perlu menerapkan model bisnis yang sesuai dengan
lapangan usaha untuk meningkatkan keunggulan kompetitif.
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Pasal 86
Pengembangan Koperasi sektor riil diarahkan untuk:
a. menciptakan nilai tambah yang tinggi bagi peningkatan pendapatan
dan kesejahteraan Anggota;

b. mengembangkan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai
tambah produk setempat;

c. mendorong ekspor;

d. memanfaatkan teknologi, baik produksi, informasi, dan transaksi;

e. mengembangkan jaringan pemasok dan pasar;

f. mengakselerasi penanaman modal, produksi, dan penyerapan
tenaga kerja;

g. mengembangkan infrastruktur, dan perkuatan lain oleh sektor dan

daerah; dan
h. meningkatkan minat, kreativitas, inovasi, dan talenta generasi
muda.
Dalam hal mendorong pengembangan Koperasi sektor riil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dapat:
menetapkan sektor prioritas;
memberikan insentif;
memberikan fasilitasi;
memberikan pencadangan usaha; dan
memberikan pelindungan usaha.
Pemberdayaan perizinan, pengaturan, dan pengawasan usaha Koperasi
sektor riil dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas yang
membidangi lapangan usaha yang bersangkutan.

°poop

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut tentang Koperasi sektor riil diatur dalam Peraturan
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Pemerintah.
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Bagian Ketiga
Koperasi Syariah

Pasal 88
Koperasi yang melaksanakan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib
berbentuk Koperasi Syariah.
Koperasi Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk
baitulmal melalui penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana
zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana kebajikan dan sosial lainnya
untuk pemberdayaan sosial ekonomi Anggota dan masyarakat
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha Koperasi Syariah diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Koperasi Multi Pihak

Pasal 89
Untuk memenuhi kebutuhan Anggota, inovasi bisnis, dan tanggap
terhadap perkembangan perekonomian global, Koperasi dapat
membentuk Koperasi Multi Pihak.
Koperasi Multi Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
pengelompokan Anggota berdasarkan jenis atau kontribusi sumber daya
dan kepentingan usaha Anggota.
Pengelompokan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
kelompok pihak anggota.
Koperasi Multi Pihak dapat berusaha di seluruh lapangan usaha kecuali
usaha simpan' pinjam dan usaha simpan pinjam dan pembiayaan
syariah.
Ketentuan lebih lanjut tentang Koperasi Multi Pihak diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Koperasi Sekunder

Pasal 90
Koperasi Sekunder menyelenggarakan fungsi usaha antara lain:

a. intermediasi pendanaan;

b. penanaman modal bersama;

c. Apex Koperasi untuk pemenuhan likuiditas;

d. sistem pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

e. pengadaan sarana usaha;

f. manajemen risiko;

g. pendidikan, pelatihan, dan informasi Perkoperasian;

h. bimbingan dan konsultasi manajemen;

i. standardisasi manajemen dan sumber daya manusia;
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standardisasi sistem akuntansi;

kepatuhan, pemeriksaan, dan pengawasan;

advokasi, supervisi, dan bantuan teknis;
. kegiatan sosial; dan/atau

kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk KSP Sekunder dan KSPPS Sekunder, penanaman modal bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan
dalam bentuk penyertaan modal kepada Koperasi Anggotanya.
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BAB VIII
USAHA SIMPAN PINJAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 91
Usaha simpan pinjam dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-
satunya usaha Koperasi.
Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam wajib memiliki izin
usaha simpan pinjam dari Otoritas Pengawas Koperasi.
Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menghimpun dana dan menyalurkannya dari
dan untuk:
a. Anggota Koperasi yang bersangkutan; dan
b. Koperasi lain.
Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam wajib:
a. menerapkan tata kelola yang baik;
memiliki sistem pengendalian internal;
melindungi keamanan simpanan;
menjadi anggota jaringan Koperasi Sekunder, asosiasi Koperasi,
atau Koperasi lain;
e. memiliki proses internal untuk menyelesaikan aduan yang diterima
tentang produk dan layanannya,;
f. “menyelenggarakan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan kepada
Anggota; dan
g. menjaga kerahasiaan dan keamanan data penyimpan.

Usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diselenggarakan dengan Prinsip Syariah.

Usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diselenggarakan dengan metode tanggung renteng.

Ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data penyimpan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dikecualikan untuk
kepentingan:

perintah pengadilan;

pemeriksaan oleh pejabat pengawas Koperasi;

penyelidikan;

penyidikan;

g oo
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e. perpajakan; dan/atau
f. ahli waris yang sah.
(8) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam wajib
menyampaikan kepada Menteri:
a. laporan kinerja usaha secara berkala;
b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi
koperasi yang memenuhi kriteria tertentu; dan
c. hasil penilaian kesehatan secara mandiri,
melalui sistem aplikasi pengawasan yang telah ditetapkan oleh Menteri.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf b, diatur dalam Peraturan Menteri.
(10) Koperasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. pencabutan izin usaha simpan pinjam.

Bagian Kedua
Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah

Pasal 92

Untuk mengembangkan KSP dan KSPPS yang sehat, Menteri menetapkan

ketentuan:

a. modal minimal;

b. batas maksimal pemberian pinjaman;

c. batas minimal proporsi simpanan yang wajib disalurkan sebagai
pinjaman kepada Anggota;

d. batas maksimal penempatan dana pada perbankan dan lembaga
keuangan, unit usaha Koperasi lain, atau pihak ketiga, dan/atau proyek
penanaman modal Koperasi;

e. pelaksanaan kesehatan usaha simpan pinjam dan prinsip kehati-hatian
usaha berdasarkan skala usaha; dan

f. persyaratan kemampuan dan kepatutan Pengurus dan pengelola usaha
simpan pinjam Koperasi.

Pasal 93
KSP dan KSPPS dilarang:
a. menghimpun dana dari bukan anggota dalam bentuk simpanan;
dan/atau
b. memberikan pinjaman atau pembiayaan selain kepada Anggota, Koperasi
Sekundernya, dan/atau Koperasi lain.

Pasal 94
(1) KSP dan KSPPS selain melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 ayat (2), juga dapat melaksanakan usaha:
a. memberikan jasa konsultasi keuangan dan pengembangan bisnis;
b. memberikan layanan lain dengan tujuan pendidikan dan
pembudayaan berkoperasi;
c. menyediakan rekening simpanan untuk menampung dana dari
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lembaga dalam ekosistem Koperasi; dan
d. memberikan layanan pembayaran sesuai ketentuan perundang-
undangan.
(2) KSP dan KSPPS dapat memberikan layanan dengan teknologi digital
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) KSP dan KSPPS dapat menempatkan kelebihan dana dalam bentuk:
a. penempatan dana di KSP lain;
b. penempatan dana di lembaga keuangan bank;
c. pinjaman dana talangan kepada Anggota; dan/atau
d. instrumen portofolio keuangan di pasar modal.
(4) KSP dan KSPPS wajib melaksanakan ketentuan tata kelola yang baik.

Pasal 95

(1) KSP atau KSPPS dapat membentuk Apex Koperasi untuk mendorong
kemandirian terhadap kesulitan likuiditas bagi Koperasi Simpan Pinjam
atau unit simpan pinjam Anggotanya.

(2) Apex Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan
persetujuan tertulis dari Menteri.

(3) Fungsi Apex Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengumpulan dana di antara anggota;
b. bantuan keuangan di antara anggota
c. bantuan teknis di antara anggota;
d. pengawasan tambahan di antara anggota; dan/atau
e. tugas lain yang ditentukan oleh Menteri.

(4) Pelaksanaan fungsi Apex Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaporkan kepada Menteri.

(5) Menteri mendorong seluruh KSP atau KSPPS menjadi anggota Apex
Koperasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Apex Koperasi diatur dalam Peraturan
Menteri.

Pasal 96
Ketentuan lebih lanjut mengenai KSP dan KSPPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 95 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah Koperasi

Pasal 97

(1) USP dan USPPS dapat dilaksanakan oleh Koperasi yang mempunyai
lapangan usaha di sektor riil.
(2) USP dan USPPS memiliki karakteristik:
a. hanya untuk melayani Anggota Koperasi;
b. dikelola sebagai unit usaha otonom tersendiri;
c. merupakan usaha pelengkap Koperasi dan bukan usaha utama
Koperasi; dan
d. melaksanakan prinsip kesehatan dan kehati-hatian usaha simpan
pinjam.
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(3) USP dan USPPS yang secara konsisten menunjukkan kinerja dan
kontribusi melebihi usaha utama wajib melakukan pemisahan.

(4) USP dan USPPS dilarang:
a. membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas;

dan

b. menerima dan melaksanakan penyertaan.

(5) USP dan USPPS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. pencabutan izin USP atau USPPS.

Pasal 98
(1) USP dan USPPS yang memenuhi kriteria tertentu wajib melakukan
perubahan menjadi KSP/KSPPS.
(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. proporsi aset USP/USPPS sudah melampaui 50% (lima puluh
persen) dari aset Koperasi; dan/atau
b. proporsi modal USP/USPPS sudah melampaui 50% (lima puluh
persen) dari modal Koperasi.
(3) Perubahan USP dan USPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan cara:
a. memisahkan dan mendirikan KSP/KSPPS;
b. bersama USP/USPPS lain mendirikan KSP/KSPPS; atau
c. bergabung ke dalam KSP/KSPPS yang ada.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai USP dan USPPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Otoritas Pengawas Koperasi Simpan Pinjam

Pasal 100
(1) Perizinan, pengaturan, dan pengawasan usaha simpan pinjam Koperasi
dilakukan oleh Otoritas Pengawas Koperasi Simpan Pinjam dibawah
Menteri.
(2) Otoritas Pengawas Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-
Undang ini diundangkan.

Pasal 101
Otoritas Pengawas Koperasi Simpan Pinjam dibentuk dengan tujuan:
a. melindungi kepentingan Koperasi, Anggota Koperasi dan masyarakat;
b. melaksanakan sistem pengawasan usaha simpan pinjam Koperasi yang
efektif, akuntabel, transparan dan teratur; dan
c. mewujudkan usaha simpan pinjam Koperasi dikelola secara profesional
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untuk mendukung inklusi keuangan masyarakat, dan menjadi bagian
sistem keuangan nasional yang tumbuh secara bekelanjutan, stabil dan
melaksanakan jati diri Koperasi.

Pasal 102

Otoritas Pengawas Koperasi Simpan Pinjam berfungsi:

a.
b.

C.

memberikan perlindungan terhadap Koperasi, Anggota, dan masyarakat;
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan usaha simpan
pinjam Koperasi secara terpadu; dan

memberikan landasan untuk mewujudkan Koperasi yang sehat, kuat,
mandiri, dan tangguh.

Pasal 103

Otoritas Pengawas Koperasi Simpan Pinjam bertugas:

a.

b.

mengatur dan melakukan pengawasan terpadu usaha simpan pinjam
Koperasi;

melaksanakan kebijakan pengembangan usaha simpan pinjam Koperasi
sebagai industri keuangan yang modern sebagai bagian dari
pengembangan ekosistem Koperasi yang menerapkan jati diri Koperasi;
mendukung pelaksanaan kebijakan pengintegrasian usaha simpan
pinjam Koperasi;

mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau penundaan
kewajiban pembayaran utang dari Koperasi yang melaksanakan kegiatan
usaha simpan pinjam; dan

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang diduga
merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang
ini.

Pasal 104

Otoritas Pengawas Koperasi Simpan Pinjam mempunyai wewenang;:

a.
b.
C.

d.

menerbitkan izin usaha simpan pinjam Koperasi;

menetapkan peraturan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini;
menetapkan peraturan dan keputusan badan pengawas simpan pinjam
Koperasi;

menetapkan peraturan mengenai pengawasan usaha simpan pinjam
Koperasi;

menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas badan pengawas
simpan pinjam Koperasi;

menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis
terhadap Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pihak
tertentu;

menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter
pada Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam;

menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,
memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kegiatan usaha
simpan pinjam Koperasi; dan

mencabut izin usaha simpan pinjam Koperasi.
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Pasal 105
Penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 huruf e
dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Pasal 106
Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Pengawas Koperasi Simpan Pinjam
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Penjaminan Simpanan

Pasal 107
Koperasi yang melaksanakan wusaha simpan pinjam wajib menjamin
simpanan.

Pasal 108
(1) Untuk melaksanakan penjaminan simpanan, Pemerintah Pusat
membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi.
(2) Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-
Undang ini diundangkan.

Pasal 109
(1) Untuk KSP dan KSPPS wajib menjamin simpanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 107 pada Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi.
(2) Untuk USP dan USPPS wajib menjamin simpanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 107 pada Koperasi yang bersangkutan.

Pasal 110
Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi adalah:
a. menjamin simpanan Anggota KSP atau KSPPS; dan
b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan Koperasi sesuai
dengan kewenangannya.

Pasal 111

(1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110
huruf a, Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi mempunyai tugas:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan
simpanan; dan
b. melaksanakan penjaminan simpanan.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110
huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi mempunyai tugas
sebagai berikut:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif
memelihara stabilitas sistem keuangan Koperasi; dan

b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan
penyelesaian KSP atau KSPPS gagal bayar.
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Pasal 112

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111, Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi mempunyai
wewenang sebagai berikut:

a.
b.

C.

h.

i.

menetapkan dan memungut premi penjaminan;

menetapkan dan memungut kontribusi pada saat KSP atau KSPPS
pertama kali menjadi peserta;

melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin
Simpanan Koperasi;

mendapatkan data simpanan Anggota, data kesehatan KSP atau
KSPPS, laporan keuangan KSP atau KSPPS, dan laporan hasil
pemeriksaan KSP atau KSPPS sepanjang tidak melanggar
kerahasiaan KSP atau KSPPS;

melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data
sebagaimana dimaksud pada huruf d;

menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk
bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin
Simpanan Koperasi, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
melakukan penyuluhan kepada KSP atau KSPPS dan masyarakat
tentang penjaminan simpanan Anggota; dan

menjatuhkan sanksi administratif.

(2) Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi dapat melakukan penyelesaian
dan penanganan KSP atau KSPPS gagal bayar dengan kewenangan:

a.

b.

mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang Rapat
Anggota KSP atau KSPPS;

menguasai dan mengelola aset dan kewajiban KSP atau KSPPS gagal
bayar yang diselamatkan;

meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah
setiap kontrak yang mengikat KSP atau KSPPS yang diselamatkan
dengan pihak ketiga yang merugikan KSP atau KSPPS; dan
menjual dan/atau mengalihkan aset KSP atau KSPPS tanpa
persetujuan debitur dan/atau kewajiban KSP atau KSPPS tanpa
persetujuan kreditur.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Penjaminan Pinjaman dan Pembiayaan

Pasal 114

Penjaminan pinjaman dan pembiayaan yang disalurkan oleh KSP dan KSPPS
kepada Anggotanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penjaminan.
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Bagian Ketujuh
Komite Penyehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Pasal 115

Komite Penyehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi melaksanakan

fungsi:

a. penetapan kebijakan pencegahan permasalahan usaha simpan
pinjam Koperasi;

b. koordinasi penanganan usaha simpan pinjam Koperasi yang
bermasalah;

c. koordinasi penanganan penyehatan usaha simpan pinjam Koperasi;
dan

d. penanganan usaha simpan pinjam Koperasi yang gagal bayar.

Komite Penyehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:

a. Menteri sebagai koordinator dan anggota;

b. Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan sebagai

anggota;

c. Kepala Otoritas Pengawas Koperasi Simpan Pinjam sebagai anggota;
dan

d. Kepala Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi sebagai
anggota.

Pembentukan Komite Penyehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini
diundangkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kerja Komite
Penyehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

BAB IX
SELISIH HASIL USAHA

Pasal 116
Selisih Hasil Usaha berasal dari:
a.  pelayanan kepada Anggota;
b. transaksi bisnis dengan bukan Anggota; dan/atau
c. transaksi lain.
Selisih Hasil Usaha yang berasal dari pelayanan kepada Anggota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a. surplus hasil usaha; atau
b. defisit hasil usaha.
Selisih Hasil Usaha yang berasal dari transaksi bisnis dengan bukan
Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
a. laba usaha; atau
b. rugi usaha.
Selisih Hasil Usaha yang berasal dari transaksi lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berupa:
a. pendapatan lain; atau
b. beban lain.
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Pembagian surplus hasil usaha, laba usaha, dan pendapatan lain serta
pembebanan defisit, rugi usaha, dan beban lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Dasar.

Pelaporan dan pembukuan Selisih Hasil Usaha mengacu pada standar
akuntansi yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 117
Surplus hasil usaha, laba usaha, dan pendapatan lain Koperasi setelah
dikurangi pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan digunakan untuk:
menutup kerugian atau pengembangan usaha;
Cadangan untuk menutup kerugian;
Cadangan untuk pengembangan usaha,;
Cadangan untuk pengalihan Modal Anggota;
Anggota, sesuai kontribusinya secara proporsional; dan/atau
penggunaan lain atas persetujuan Rapat Anggota dan ditetapkan
dalam Anggaran Dasar.
Pengurus mengusulkan kepada Rapat Anggota penggunaan surplus
hasil usaha, laba usaha, dan pendapatan lain Koperasi pada tahun
buku berjalan, dengan mempertimbangkan kesinambungan dan
pengembangan usaha Koperasi, serta peningkatan loyalitas anggota.
Komposisi persentase penggunaan surplus hasil usaha, laba usaha, dan
pendapatan lain Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Anggaran Dasar, yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.

™ A0 TP

Pasal 118
Dalam hal terdapat defisit hasil usaha, rugi usaha, dan/atau beban lain,
Koperasi menggunakan Cadangan sebelum menggunakan sumber yang
lain.
Penggunaan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Rapat Anggota.
Dalam hal Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup defisit hasil
usaha dan/atau rugi usaha, dan/atau beban lain, maka defisit hasil
usaha, rugi wusaha, dan/atau beban lain diakumulasikan dan
dibebankan sebagai komponen biaya pada anggaran pendapatan dan
belanja Koperasi tahun berikutnya.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai Selisih Hasil Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 118 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

BAB X
RESTRUKTURISASI KOPERASI

Bagian Kesatu
Umum
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Pasal 120
Restrukturisasi Koperasi dilakukan atas pertimbangan:
a. pengembangan Koperasi;
b. efisiensi usaha Koperasi; dan/atau
c. penyehatan Koperasi.
Restrukturisasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui Penggabungan, Peleburan, Pemisahan, Pembagian,
atau Pengintegrasian.
Koperasi dapat melaksanakan restrukturisasi dalam rangka program
tertentu yang dilaksanakan Pemerintah dengan disertai:
a. penyertaan modal;
b. subsidi bunga atau imbal hasil;
c. jaminan kepastian pasar;
d. fasilitasi keringanan pajak; dan/atau
e. fasilitasi lainnya.

Pasal 121
Restrukturisasi Koperasi yang diiringi dengan perubahan badan hukum
Koperasi atau badan hukum Koperasi lainnya sebagaimana dimaksud
pada Pasal 120 ayat (3) huruf b dilakukan melalui instrumen
Penggabungan, Peleburan, Pemisahan, atau Pengintegrasian.
Sebelum melakukan Penggabungan, Peleburan, Pemisahan, atau

Pengintegrasian, Pengurus dan Pengawas Koperasi  wajib
memperhatikan kepentingan:
a. Anggota;
b. karyawan;
c. kreditur; dan
d. pihak lainnya.

Bagian Kedua

Penggabungan

Pasal 122

Penggabungan dilakukan oleh satu Koperasi atau lebih dengan Koperasi

lain sebagai Koperasi yang menerima Penggabungan.

Dalam hal Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. badan hukum Koperasi yang menggabungkan diri berakhir tanpa
proses pembubaran;

b. badan hukum Koperasi yang menggabungkan diri sebagaimana
dimaksud pada huruf a berakhir terhitung sejak disahkannya
perubahan Anggaran Dasar yang menerima Penggabungan;

c. Anggota Koperasi yang menggabungkan diri beralih menjadi Anggota
Koperasi yang menerima Penggabungan;

d. hak dan kewajiban Koperasi yang menggabungkan diri beralih
kepada Koperasi yang menerima Penggabungan; dan

e. Penggabungan hanya dapat dilakukan oleh sesama Koperasi Primer
atau sesama Koperasi Sekunder.
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Pasal 123
(1) Pengurus pada Koperasi yang akan menggabungkan diri menyusun
rancangan Penggabungan bersama dengan Pengurus pada Koperasi
yang menerima Penggabungan.
(2) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Rapat Anggota masing-masing Koperasi untuk
mendapatkan persetujuan.

Pasal 124
Penggabungan Koperasi Syariah hanya dapat dilakukan dengan Koperasi
Syariah lainnya.

Bagian Ketiga
Peleburan

Pasal 125
(1) Peleburan dilakukan oleh 2 (dua) Koperasi atau lebih dengan
mendirikan 1 (satu) Koperasi baru.
(2) Dalam hal Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. badan hukum Koperasi yang melebur berakhir tanpa Pembubaran,;
b. badan hukum Koperasi yang melebur sebagaimana dimaksud pada
huruf a berakhir terhitung sejak disahkannya Anggaran Dasar baru
hasil Peleburan;
c. hak dan kewajiban Koperasi yang melebur beralih kepada Koperasi
baru hasil Peleburan;
d. Anggota Koperasi yang melebur menjadi Anggota Koperasi baru hasil
Peleburan; dan
e. Peleburan hanya dapat dilakukan oleh sesama Koperasi Primer atau
sesama Koperasi Sekunder.

Pasal 126
(1) Pengurus pada Koperasi yang akan melebur menyusun rancangan
Peleburan secara bersama-sama.
(2) Rancangan Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Rapat Anggota masing-masing Koperasi untuk
mendapatkan persetujuan.

Pasal 127
Peleburan Koperasi Syariah hanya dapat dilakukan dengan Koperasi Syariah
lainnya.

Bagian Keempat
Pemisahan

Pasal 128
(1) Pemisahan dilakukan oleh Koperasi terhadap 1 (satu) unit usaha atau
lebih menjadi 1 (satu) Koperasi baru atau lebih.
(2) Dalam hal Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. Koperasi yang unit usahanya dipisahkan tetap ada;
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b. Koperasi yang melakukan Pemisahan harus melakukan perubahan
Anggaran Dasar;

c. unit usaha Koperasi yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
huruf a berakhir terhitung sejak disahkannya Anggaran Dasar baru
hasil Pemisahan;

d. hak dan kewajiban unit usaha Koperasi yang dipisahkan beralih
kepada Koperasi hasil Pemisahan;

e. selisih aset dan kewajiban unit usaha Koperasi yang dialihkan
kepada Koperasi hasil pemisahan dapat diperlakukan sebagai
penyertaan atau Hibah Koperasi pada Koperasi hasil Pemisahan; dan

f. Anggota pada Koperasi yang unit usahanya dipisahkan dapat
menjadi Anggota pada Koperasi hasil Pemisahan.

Pasal 129
Pengurus pada Koperasi yang unit usahanya akan dipisahkan
menyusun rancangan Pemisahan.
Rancangan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Kelima
Pembagian

Pasal 130

Pembagian dilakukan dengan maksud membagi Koperasi menjadi 2

(dua) Koperasi baru atau lebih.

Dalam hal Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Koperasi baru hasil Pembagian harus menyusun Anggaran Dasar
dan mengajukan pembentukan Koperasi;

b. hak dan kewajiban unit usaha Koperasi yang dibagi beralih kepada
Koperasi hasil Pembagian;

c. Anggota pada Koperasi yang melakukan Pembagian dapat menjadi
Anggota pada salah satu atau seluruh Koperasi hasil Pembagian;
dan

d. Koperasi yang melakukan Pembagian dinyatakan bubar setelah
Koperasi hasil Pembagian mendapatkan pengesahan dari Menteri
yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 131
Pengurus dari Koperasi yang melakukan Pembagian, menyusun
rancangan Pembagian aset, kewajiban, dan modal.
Rancangan Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Keenam
Pengintegrasian

Pasal 132

Pengintegrasian dapat dilakukan secara:

a.

vertikal; atau



(1)
(2)

(3)
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(9)

(1)
(2)

(1)

(2)
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horizontal.

Pasal 133
Pengintegrasian vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf
a dilakukan oleh 3 (tiga) Koperasi atau lebih.
Pengintegrasian vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam bentuk Koperasi Sekunder yang berfungsi sebagai induk usaha
yang mengendalikan 1 (satu) atau lebih mandat anggota.
Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
pemenuhan kebutuhan modal;
riset dan pengembangan,;
inovasi model bisnis;
tata kelola dan kepatuhan;
standardisasi produk dan layanan,;
standardisasi pemasaran dan merek;
standardisasi teknologi;
pelaporan;
pemeringkatan; dan/atau
. mandat lain.
Koperasi yang melakukan Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mempunyai keterkaitan hubungan keanggotaan,
hubungan usaha, dan/atau hubungan penyertaan dan kepemilikan
satu sama lain.
Koperasi sebagai induk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat memiliki 1 (satu) atau lebih badan hukum lain yang mempunyai
keterkaitan hubungan usaha dan/atau hubungan penyertaan dan
kepemilikan satu sama lain.

TrpR e a0 o

Pasal 134
Pengurus pada Koperasi yang melakukan Pengintegrasian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 132 menyusun rancangan Pengintegrasian.
Rancangan Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Rapat Anggota tiap Koperasi yang melakukan
Pengintegrasian untuk mendapat persetujuan.

Pasal 135
Pengintegrasian horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132
huruf b dilakukan oleh Koperasi Primer yang berfungsi sebagai induk
usaha bersama yang memiliki 1 (satu) atau lebih badan hukum lain.
Pengintegrasian horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk Koperasi Primer yang berfungsi sebagai induk
usaha yang menjalankan 1 (satu) atau lebih fungsi/mandat berupa:
pemenuhan kebutuhan modal;
riset dan pengembangan,;
inovasi model bisnis;
tata kelola dan kepatuhan;
standardisasi produk dan layanan;
standardisasi pemasaran dan merek;
standardisasi teknologi;

@eo 0o
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h. pelaporan;

i. pemeringkatan; dan/atau
j- mandat lain.

Pasal 136

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pemisahan,
Pembagian, dan Pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122
sampai dengan Pasal 135 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Ketujuh
Penyehatan Usaha Koperasi

Pasal 137
Penyehatan usaha Koperasi dilakukan dengan cara:

a. penggantian personil karyawan, pengelola, dan/atau Pengurus;

b. perubahan struktur organisasi dan unit usaha Koperasi;

c. perubahan tata kelola usaha dan organisasi Koperasi;

d. penataan dan perbaikan kinerja dan efisiensi usaha dengan
melakukan penutupan atau pengembangan lini produk atau lini
usaha;

e. penataan dan restrukturisasi modal dan kewajiban Koperasi;
dan/atau

f. mengundang mitra usaha untuk mengembangkan lini usaha baru,
meningkatkan skala unit usaha yang ada, atau mengalihkan
pengelolaan lini usaha Koperasi kepada pihak lain.

Penyehatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki

dampak besar terhadap pertanggungjawaban Koperasi kepada pihak

lain wajib memperoleh persetujuan Rapat Anggota.

Jenis tindakan Pengurus untuk penyehatan usaha Koperasi yang

memerlukan persetujuan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XI
KEPAILITAN, PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Bagian Kesatu
Kepailitan

Pasal 138
Permohonan pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang dan
pernyataan kepailitan bagi KSP dan KSPPS hanya dapat diajukan oleh
Menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang dan pernyataan kepailitan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pembubaran
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Pasal 139
Pembubaran Koperasi dilakukan oleh:
a. Rapat Anggota; atau
b. Menteri.

Pasal 140

(1) Pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 139 huruf a diajukan oleh Anggota yang mewakili paling
sedikit 1/3 (satu pertiga) jumlah Anggota.

(2) Keputusan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Rapat Anggota.

(3) Keputusan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah jika
diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,
Pasal 36, dan Pasal 37.

(4) Rapat Anggota menunjuk Pengurus, Pengawas, dan/atau Anggota
sebagai kuasa Rapat Anggota dalam penyelesaian pembubaran
Koperasi.

(5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan
Rapat Anggota.

(6) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan
secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada Menteri, semua
kreditur, dan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

Pembubaran Koperasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139

huruf b dilakukan dalam hal Koperasi:

a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap dan harta Koperasi tidak cukup untuk membayar biaya
kepailitan;

b. melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan/atau merugikan masyarakat; dan/atau

c. berakhir jangka waktu berdirinya.

Pasal 142
Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a tidak
mengakibatkan Koperasi kehilangan status badan hukum sampai dengan
selesainya pertanggungjawaban kuasa Rapat Anggota.

Bagian Ketiga
Penyelesaian

Pasal 143

(1) Untuk menyelesaikan pembubaran Koperasi harus dibentuk tim
penyelesai.

(2) Dalam menyelesaikan pembubaran Koperasi yang dilakukan oleh Rapat
Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, tim
penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh kuasa
Rapat Anggota.



- 44 -

(3) Dalam menyelesaikan pembubaran Koperasi yang dilakukan oleh
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, tim penyelesai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri.

(4) Biaya pembubaran dan penyelesaian oleh tim penyelesai sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menjadi beban Koperasi yang dibubarkan.

Pasal 144
(1) Selama proses penyelesaian pembubaran, Koperasi tetap ada dengan
status "Koperasi dalam penyelesaian”.
(2) Selama proses penyelesaian pembubaran, Koperasi tidak diperbolehkan
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk memperlancar proses
penyelesaian.

Pasal 145
Dalam hal terjadi pembubaran pada Koperasi yang tidak mampu
melaksanakan kewajiban pembayaran, Anggota menanggung sebatas Uang
Tanda Masuk Anggota dan Modal Anggota yang dimiliki.

Pasal 146
(1) Tim penyelesai bertugas:

a. melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang
kekayaan, kewajiban, dan ekuitas Koperasi;

b. melakukan penghitungan hak dan kewajiban keuangan Koperasi
terhadap pihak ketiga;

c. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam eksekusi
penyelesaian kekayaan; dan

d. membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada kuasa Rapat
Anggota atau Menteri.

(2) Tim penyelesai berwenang;:

a. memanggil Pengawas, Pengurus, karyawan, Anggota, dan pihak lain
yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

b. mengalihkan kekayaan “Koperasi dalam penyelesaian” untuk biaya
penyelesaian,;

c. membayarkan kewajiban Koperasi kepada kreditur “Koperasi dalam
penyelesaian”; dan

d. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota, dan/atau
menyerahkan sisa hasil penyelesaian yang bersifat aset atau dana
bersama kepada koperasi lain yang diatur dalam Anggaran Dasar
dan/atau Rapat Anggota Pembubaran Koperasi.

Pasal 147
Tim penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4) dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugas dan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146.

Bagian Keempat
Penghapusan Status Badan Hukum

Pasal 148



(1)

(2)

(1)
(2)
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Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 disampaikan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum, dengan mengunggah:

a. penetapan pembubaran Koperasi oleh Menteri atau keputusan

Rapat Anggota; dan

b. berita acara penyelesaian.

Berdasarkan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
menghapus badan hukum Koperasi dari sistem administrasi badan
hukum.

Pasal 149
Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dicatat
dalam daftar umum Koperasi.
Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman
pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran,
penyelesaian, dan penghapusan status badan hukum Koperasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 149 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

(1)

(2)

(3)

BAB XII
EKOSISTEM KOPERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 151
Pelaku utama ekosistem Koperasi terdiri atas:
Koperasi;
Otoritas Pengawas Koperasi Simpan Pinjam;
Lembaga Penjamin Simpanan KSP dan KSPPS;
organisasi gerakan Koperasi;
organisasi asosiasi Koperasi; dan
pihak lainnya.
Lembaga atau instansi pendukung ekosistem Koperasi terdiri atas:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah; dan
c. pihak lainnya.
Lembaga penunjang ekosistem Koperasi terdiri atas:
lembaga pengembangan bisnis;
lembaga inkubator bisnis;
lembaga pemeringkat independen;
lembaga pendidikan dan pelatihan profesi;
lembaga sertifikasi profesi;
lembaga penyelenggara teknologi;
lembaga pemasaran;

™ a0 TP
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lembaga keuangan bank;
lembaga keuangan non bank;
lembaga asuransi;

pasar modal; dan

lembaga lainnya.

rofesi penunjang ekosistem Koperasi terdiri atas:
notaris;

akuntan publik;

advokat dan penasihat hukum;
konsultan pajak;

penilai; dan

profesi lainnya.

(4)

me o TE TR

Pasal 152
Pelaku utama, lembaga atau instansi pendukung, lembaga penunjang,
profesi penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 151, dunia usaha, dan
masyarakat bersama-sama menciptakan ekosistem Koperasi yang baik.

Pasal 153
Menteri mengoordinasikan dan mengendalikan pengaturan, pembinaan, dan
pengembangan Perkoperasian yang bersifat teknis untuk bidang usaha yang
dilaksanakan oleh sektor terkait.

Pasal 154
Ketentuan lebih lanjut mengenai peran dan kegiatan masing-masing lembaga
dan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kedua
Gerakan Koperasi

Pasal 155

(1) Gerakan Koperasi dapat mendirikan organisasi Gerakan Koperasi yang
berfungsi sebagai wadah mandiri untuk memperjuangkan kepentingan
dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, dalam rangka
pemberdayaan Koperasi dan kerja sama internasional.

(2) Nama, tujuan, keanggotaan, susunan organisasi, dan tata kerja
organisasi Gerakan Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

(3) Organisasi Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Bagian Ketiga
Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 156
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang
mendorong Koperasi tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan
tangguh.
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Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendukung penumbuhan,

pengembangan, dan pemberdayaan Koperasi bagi kepentingan Anggota

dan masyarakat melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif,
pemberian bimbingan, kemudahan, dan pelindungan kepada Koperasi.

Pengembangan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kebijakan fiskal,

perdagangan, penanaman modal, perizinan, dan kebijakan sektoral dan
lintas sektoral untuk menciptakan dan mengembangkan lingkungan
usaha yang mendorong pertumbuhan usaha koperasi, dalam bentuk:

a. memberikan kesempatan wusaha yang seluas-luasnya kepada
Koperasi;

b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar
menjadi koperasi yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri;

c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan
antara Koperasi dengan badan usaha lainnya; dan

d. menumbuhkan, mengembangkan, dan membudayakan koperasi
dalam masyarakat melalui jenjang pendidikan formal, pendidikan
non formal, dan balai pendidikan dan pelatihan di setiap daerah.

Bimbingan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dalam bentuk:

a. pengembangan  kelembagaan, pendidikan, pelatihan, dan
penyuluhan, serta penelitian dan pengembangan keinovasian
Koperasi;

b. pendampingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan

ekonomi Anggota;

penguatan permodalan dan pembiayaan Koperasi;

fasilitasi penyelenggaraan fasilitas produksi dan pemasaran

bersama;

e. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling
menguntungkan antar-Koperasi dan/atau badan usaha lain;

f. konsultasi dan pendampingan pemecahan masalah yang dihadapi
oleh Koperasi;

g. fasilitasi sertifikasi kompetensi, proses, produk Koperasi dan
Anggotanya, dan/atau hak atas kekayaan intelektual;

h. fasilitasi insentif fiskal bagi Koperasi dalam bidang usaha, lokasi,
dan waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

i. fasilitasi kemitraan dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:

a. menetapkan bidang atau sektor usaha yang hanya boleh diusahakan
oleh Koperasi;

b. menetapkan produk, kekayaan budaya lokal, dan kekayaan alam
yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak
diusahakan oleh badan usaha lainnya; dan

c. menetapkan kegiatan pelayanan Koperasi khusus kepada
Anggotanya, tidak termasuk praktik monopoli dan praktik
persaingan usaha yang tidak sehat.

B o
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Pasal 157

Menteri menyediakan layanan pengaduan bagi anggota dan/atau
masyarakat dalam melayani pengaduan masyarakat meliputi:

a.
b.
C.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

menyiapkan peralatan untuk melayani pengaduan;
membuat mekanisme pengaduan; dan
memfasilitasi penyelesaian pengaduan.

Pasal 158
Dalam upaya mengoordinasikan pemberdayaan Koperasi agar Koperasi
menjadi pilar utama ekonomi nasional, Pemerintah Pusat bersama
Gerakan Koperasi menyusun kebijakan tentang rencana induk
pembangunan Perkoperasian nasional.
Rencana induk pembangunan Perkoperasian nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan pelaku Koperasi dalam perencanaan
pembangunan Perkoperasian untuk jangka waktu setiap 20 (dua puluh)
tahun.
Rencana induk pembangunan Perkoperasian nasional
mempertimbangkan sumber daya manusia, kelestarian lingkungan,
ketahanan pangan dan energi nasional, kemajuan teknologi,
penghormatan terhadap kekayaan intelektual, dan kearifan lokal.
Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pembangunan
Perkoperasian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 159
Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan memakai kata
“Koperasi” sebagai nama badan usaha yang berbentuk selain badan
hukum Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5)
dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).
Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang,
selain dipidana dengan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pelaku juga dipidana dengan pidana tambahan berupa penggantian
kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
Pidana tambahan berupa penggantian kerugian atas harta benda atau
kerusakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan
kepada pihak yang dirugikan.
Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
berupa:
a. sejumlah kerugian yang diderita; atau
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(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)
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(9)
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b. secara proporsional dalam hal jumlah penggantian kerugian atas
harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian
yang ditimbulkan.

Dalam melaksanakan putusan pidana denda sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) serta pidana tambahan berupa ganti kerugian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana diberikan jangka waktu

1 (satu) bulan terhitung sejak putusan telah memperoleh kekuatan

hukum tetap.

Dalam hal terdapat alasan kuat termasuk proses pelepasan aset

transaksi jual beli dan pengalihan hak, jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1

(satu) bulan.

Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan/atau pidana tambahan berupa ganti

kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harta benda terpidana
disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda dan ganti kerugian.

Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta benda sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk

dilaksanakan, pidana denda dan/atau pidana tambahan berupa ganti
kerugian yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 160

Setiap Pengurus yang melanggar ketentuan larangan
mengatasnamakan segala bentuk aset atau kekayaan Koperasi atas
nama pribadi atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang,
selain dipidana dengan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pelaku juga dipidana dengan pidana tambahan berupa penggantian
kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
Pidana tambahan berupa penggantian kerugian atas harta benda atau
kerusakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan
kepada pihak yang dirugikan.
Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
berupa:
c. sejumlah kerugian yang diderita; atau
d. secara proporsional dalam hal jumlah penggantian kerugian atas

harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian

yang ditimbulkan.
Dalam melaksanakan putusan pidana denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) serta pidana tambahan berupa ganti kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana diberikan jangka waktu
1 (satu) bulan terhitung sejak putusan telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
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Dalam hal terdapat alasan kuat termasuk proses pelepasan aset
transaksi jual beli dan pengalihan hak, jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1
(satu) bulan.

Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan/atau pidana tambahan berupa ganti
kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harta benda terpidana
disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda dan ganti kerugian.
Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta benda sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk
dilaksanakan, pidana denda dan/atau pidana tambahan berupa ganti
kerugian yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 161

Setiap Pengurus yang melakukan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
yang telah dicabut izin usahanya atau Koperasi dalam pengawasan
khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (6) dipidana dengan pidana denda paling sedikit
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang,
selain dipidana dengan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pelaku juga dipidana dengan pidana tambahan berupa penggantian
kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
Pidana tambahan berupa penggantian kerugian atas harta benda atau
kerusakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan
kepada pihak yang dirugikan.
Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
berupa:
a. sejumlah kerugian yang diderita; atau
b. secara proporsional dalam hal jumlah penggantian kerugian atas

harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian

yang ditimbulkan.
Dalam melaksanakan putusan pidana denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) serta pidana tambahan berupa ganti kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana diberikan jangka waktu
1 (satu) bulan terhitung sejak putusan telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
Dalam hal terdapat alasan kuat termasuk proses pelepasan aset
transaksi jual beli dan pengalihan hak, jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1
(satu) bulan.
Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan/atau pidana tambahan berupa ganti
kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harta benda terpidana
disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda dan ganti kerugian.
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Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta benda sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk
dilaksanakan, pidana denda dan/atau pidana tambahan berupa ganti
kerugian yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 162

Setiap orang yang menjalankan Koperasi yang melaksanakan usaha
simpan pinjam tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
91 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling sedikit
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang,
selain dipidana dengan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pelaku juga dipidana dengan pidana tambahan berupa penggantian
kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
Pidana tambahan berupa penggantian kerugian atas harta benda atau
kerusakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan
kepada pihak yang dirugikan.
Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
berupa:
a. sejumlah kerugian yang diderita; atau
b. secara proporsional dalam hal jumlah penggantian kerugian atas

harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian

yang ditimbulkan.
Dalam melaksanakan putusan pidana denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) serta pidana tambahan berupa ganti kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana diberikan jangka waktu
1 (satu) bulan terhitung sejak putusan telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
Dalam hal terdapat alasan kuat termasuk proses pelepasan aset
transaksi jual beli dan pengalihan hak, jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1
(satu) bulan.
Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan/atau pidana tambahan berupa ganti
kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harta benda terpidana
disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda dan ganti kerugian.
Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta benda sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk
dilaksanakan, pidana denda dan/atau pidana tambahan berupa ganti
kerugian yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 163
Setiap Pengawas, Pengurus, pengelola, atau direksi KSP atau KSPPS
yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang tidak berasal dari
Anggotanya dan/atau memberikan pinjaman tidak kepada Anggotanya,
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Koperasi Sekundernya, dan/atau Koperasi lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93 dipidana dengan pidana denda paling sedikit
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang,
selain dipidana dengan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pelaku juga dipidana dengan pidana tambahan berupa penggantian
kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.
Pidana tambahan berupa penggantian kerugian atas harta benda atau
kerusakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan
kepada pihak yang dirugikan.
Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
berupa:
a. sejumlah kerugian yang diderita; atau
b. secara proporsional dalam hal jumlah penggantian kerugian atas
harta benda atau kerusakan tidak mencukupi jumlah total kerugian
yang ditimbulkan.
Dalam melaksanakan putusan pidana denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) serta pidana tambahan berupa ganti kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana diberikan jangka waktu
1 (satu) bulan terhitung sejak putusan telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
Dalam hal terdapat alasan kuat termasuk proses pelepasan aset
transaksi jual beli dan pengalihan hak, jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1
(satu) bulan.
Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan/atau pidana tambahan berupa ganti
kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harta benda terpidana
disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda dan ganti kerugian.
Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta benda sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk
dilaksanakan, pidana denda dan/atau pidana tambahan berupa ganti
kerugian yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 164

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Pasal 160,
Pasal 161, Pasal 162, dan Pasal 163 dilakukan oleh Koperasi, penjatuhan
pidana terhadap Koperasi dimaksud dilakukan baik terhadap pihak yang
memberi perintah melakukan perbuatan maupun pihak yang bertindak
sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 165

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
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Koperasi yang telah memiliki status badan hukum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai Koperasi
berdasarkan Undang-Undang ini;

Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib menyesuaikan
Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;

Koperasi yang mengatasnamakan segala bentuk aset atau kekayaan
Koperasi atas nama pribadi atau pihak lain wajib melakukan
pembalikan nama atas nama Koperasi paling lama 5 (lima) tahun;

Akta pendirian Koperasi yang masih dalam proses pengajuan
pengesahan  pembentukan  Koperasi, proses  pengesahannya
dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan

Perubahan Anggaran Dasar yang masih dalam proses pengajuan
persetujuan, proses persetujuannya dilaksanakan sesuai dengan
Undang-Undang ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 166

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3502) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku; dan

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 167

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2
(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 168

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...............

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ................

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG PERKOPERASIAN

UMUM

Pengembangan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari cita
cita pembentukan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang salah
satu tujuannya adalah wuntuk memajukan kesejahteraan umum
sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan
bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.

Selanjutnya dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Politik
Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi dinyatakan bahwa
“...koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh
kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-
luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha
ekonomi rakyat ...”. Ketentuan ini menegaskan bahwa perekonomian
Indonesia dibangun sebagai usaha bersama, secara gotong royong untuk
mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan jatidiri
Koperasi sebagaimana rumusan International Cooperative Alliance (ICA)
dalam peringatan 100 tahun di Manchester tahun 1995. Jatidiri koperasi
tersebut mencakup definisi, nilai, dan prinsip koperasi.

Koperasi dimaknai sebagai asosiat orang yang bersatu secara
sukarela dan bersifat otonom untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi
ekonomi, sosial, dan budaya secara bersama melalui perusahaan yang
diselenggarakan secara demokratis berdasarkan asas kekeluargaan dan
gotong royong. Setiap orang yang menjadi Anggota, mempunyai
kewajiban dan hak yang setara. Setiap Anggota, memperoleh nilai tambah
dan manfaat berkoperasi sesuai dengan kontribusinya.

Disamping itu Koperasi sebagai bagian dari pelaku ekonomi nasional
diarahkan untuk menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan
demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi
sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang
Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
dinilai sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai payung hukum
pembangunan Koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada
perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis
dan penuh tantangan. Oleh karena itu, perlu pembaharuan hukum yang
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sesuai kebutuhan, perkembangan kondisi masyarakat, dan kebijakan
regulasi saat ini melalui penetapan landasan hukum baru berupa
Undang-Undang.

Sebagai pembaharuan hukum di bidang koperasi terhadap Undang
Undang sebelumnya, maka Undang-Undang ini memuat hal-hal antara
lain mengenai:

asas Koperasi;
tujuan Koperasi
prinsip dan nilai Koperasi;
nilai Anggota
pembentukan dan kewenangan pengesahan badan hukum;
keanggotaan;
perangkat organisasi;
Usaha koperasi dan pengaturan tentang Koperasi yang melaksanakan usaha
di sektor riil, KSP dan KSPPS, USP dan USPPS, Koperasi Syariah, Koperasi
Multi Pihak, dan Koperasi Sekunder;
modal dan utang;
rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
restrukturisasi Koperasi;
kepailian, pembubaran, dan penyerlesaian;
. ekosistem Koperasi; dan
sanksi administratif dan sanksi pidana.

Undang-Undang ini secara keseluruhan memuat materi pokok yang
disusun secara sistematis sebagai berikut: ketentuan umum; nilai dan
prinsip; status, bentuk, pembentukan, anggaran dasar, perubahan
anggaran dasar dan pengumuman; keanggotaan; perangkat organisasi;
modal dan  utang; usaha; rencana kerja dan rencana anggaran
pendapatan dan belanja Koperasi; selisih hasil usaha dan cadangan;
pengawasan; restrukturisasi koperasi; pembubaran, penyelesaian, dan
penghapusan status badan hukum; ekosistem Koperasi; ketentuan
pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup. Undang-undang
ini juga mendelegasikan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan
Anggota Koperasi dan Otoritas Pengawas Koperasi Simpan Pinjam.

Undang-Undang ini menjadi landasan hukum yang baru dan arah
bagi pembangunan Koperasi Indonesia untuk dilaksanakan secara
konsekuen dan konsisten guna menciptakan Koperasi yang terpercaya,
sehat, kuat, mandiri, dan tangguh yang bermanfaat bagi Anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta berkontribusi yang
signifikan dalam perekonomian nasional.

SR e a0 o

pg:ﬂw%‘-t—'-

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
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Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “menolong diri sendiri” adalah semua
Anggota bergabung ke Koperasi memiliki motivasi untuk
memajukan dirinya dengan cara bersama-sama
menggunakan jasa Koperasi untuk memenuhi kebutuhannya
dan mempromosikan Koperasi sehingga menjadi kuat, sehat,
mandiri, tangguh, dan besar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah berdiri sendiri
tanpa bergantung pada pihak lain dalam pengambilan
keputusan menjalankan usahanya yang dilandasi pada
pertimbangan, kemampuan, dan wusaha sendiri. Dalam
kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang
bertanggung  jawab, otonomi, swakerta, swadaya,
swasembada, berani mempertanggungjawabkan perbuatan
sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah setiap Anggota
Koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam
melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi
dengan berkoperasi.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “gotong royong” adalah bekerja
bersama untuk mencapai hasil yang diharapkan, serta untuk
menumbuhkan jiwa dan semangat tolong menolong sesuai
dengan nilai dan budaya Indonesia.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “demokratis” adalah penilikan dan
pengendalian Koperasi dilakukan oleh semua Anggota
melalui forum Rapat Anggota yang masing-masing memiliki
hak suara tanpa memperhatikan jumlah modalnya.
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Demokrasi dalam Koperasi dapat mengacu pada prinsip
permusyawaratan/perwakilan, seperti menerapkan sistem
delegasi atau perwakilan dalam penyelenggaraan Rapat
Anggota untuk Koperasi dengan jumlah Anggota yang
banyak.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah sifat Koperasi
yang menerima Anggota tanpa memperhatikan latar belakang
ekonomi, sosial, dan budaya; dikelola secara akuntabel dan
transparan dengan akses seluas-luasnya kepada Anggota;
bersedia bekerja sama dengan pihak lain dengan prinsip
saling menghormati dan memberikan manfaat.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “kebaruan” adalah sifat Koperasi
yang memiliki semangat dan menghormati kebaruan dan
pembaruan, serta kewirausahaan dan kewirakoperasian.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah sifat Koperasi yang
memberikan manfaat kepada Anggota berdasarkan
perimbangan partisipasi masing-masing Anggota. Keadilan
juga menunjukkan memberikan hak orang lain sesuai
kewajiban Koperasi yang telah disepakati.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah segala
kegiatan usaha Koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip
profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab,
efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya
produktivitas dan nilai tambah yang optimal bagi Koperasi.

Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “kejujuran” adalah sikap Anggota
Koperasi yang amanah dan menjaga kepercayaan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah sikap Anggota
Koperasi yang mampu menerima keragaman Anggota,
perbedaan pendapat, menghormati keputusan bersama, dan
memiliki kedudukan yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab bersama” adalah
sikap Anggota Koperasi yang mau dan mampu untuk
bertanggung jawab serta ikut menanggung risiko. Salah satu
wujud tanggung jawab bersama Anggota adalah tanggung
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renteng, serta menyetorkan dan memperkuat permodalan
usaha Koperasi.

Hurufd
Yang dimaksud dengan “pengakuan” adalah sikap Anggota
Koperasi yang menghormati dan menjunjung tinggi
kepeloporan, talenta, dan pembaruan dalam Koperasi.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “kepedulian terhadap orang lain”
adalah sikap Anggota Koperasi yang peduli terhadap Anggota
lain dan masyarakat.

Ayat (4)
Huruf a
Koperasi  merupakan  organisasi swadaya  dengan
keanggotaan secara sukarela, terbuka bagi semua orang yang
mampu dan membutuhkan memanfaatkan layanannya dan
bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa
diskriminasi atas dasar gender, sosial, ras, politik, atau
agama.

Huruf b

Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan
dikendalikan oleh Anggotanya. Anggota berpartisipasi aktif
dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan.
Anggota yang ditunjuk sebagai wakil Koperasi dipilih dan
bertanggung jawab kepada Anggota dalam Rapat Anggota.
Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama, satu Anggota
satu suara.

Huruf ¢
Selain sebagai pemilik Koperasi, Anggota Koperasi sekaligus
pengguna jasa atau pasar bagi Koperasinya. Partisipasi aktif
dalam kegiatan ekonomi Koperasi merupakan sumber
kekuatan utama bagi kemajuan Koperasi.
Para Anggota berkontribusi terhadap Koperasi secara setara,
dan mengendalikan secara demokratis.

Hurufd

Koperasi merupakan organisasi otonom dan swadaya yang
diawasi dan dikendalikan oleh Anggota. Jika Koperasi
mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk
Pemerintah atau menambah modal dari sumber lain, mereka
melakukan hal itu atas dasar syarat yang menjamin tetap
terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratis
oleh Anggotanya dan tetap tegaknya otonomi Koperasi.
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Huruf e

Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi
Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawan dengan
maksud agar mereka dapat memberikan kontribusi secara
efektif bagi perkembangan Koperasi. Pemberian informasi
pada masyarakat, khususnya generasi muda dan pemuka
masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan
Koperasi adalah sangat prinsipil.

Huruf f
Koperasi melayani Anggotanya secara efektif dan
memperkuat gerakan Koperasi dengan bekerja sama antar-
Koperasi melalui struktur lokal, nasional, regional, dan
internasional.

Huruf g
Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan melalui
kebijakan yang disetujui oleh Anggotanya.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud “fungsi subsidiaritas” adalah kegiatan untuk saling
memperkuat hubungan usaha antar Anggota Koperasi Sekunder,
yang tujuannya untuk memperkuat jaringan integrasi vertikal dan
horizontal.

Pasal 10
Ayat (1)
Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha
dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk Koperasi
adalah mereka yang memenuhi pesyaratan keanggotaan dan
mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

Ayat (2)
Koperasi dapat berupa Koperasi Primer dan/atau Koperasi
Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan
efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi:
a. tunggal atau serba usaha;
b. satu atau lebih bidang usaha; dan/atau
c. berbeda tingkatan.

Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam
berbagai tingkatan seperti yang selama ini dikenal sebagai pusat,
gabungan, dan induk jumlah tingkatan dan penamaannya diatur
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Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan keterangan lain dalam akta pendirian paling

sedikit memuat:

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan
pekerjaan bagi pendiri Koperasi Primer atau nama, tempat
kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal
pengesahan badan hukum Koperasi bagi pendiri Koperasi
Sekunder; dan

b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal,
dan pekerjaan Pengurus dan Pengawas yang pertama kali
diangkat.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Bagi Koperasi yang tidak menetapkan jangka waktu berdirinya
maka dalam Anggaran Dasar disebutkan bahwa Koperasi berdiri
untuk jangka waktu tidak terbatas.

Huruf e
Ketentuan mengenai Anggota, Pengurus, dan Pengawas, antara
lain meliputi:
a. tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan
penggantian Pengurus dan Pengawas;
b. hak dan kewajiban Anggota, Pengurus, dan Pengawas; dan
c. ketentuan mengenai syarat keanggotaan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.
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Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf1
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan
atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.

Ayat (6)
Cukup jelas.
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Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “daftar umum Koperasi” adalah daftar
yang memuat nama Koperasi, nomor badan hukum Koperasi, dan
alamat Koperasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Anggota merupakan warga negara
Indonesia” adalah Anggota pada Koperasi Primer sedangkan
“Anggota yang merupakan Koperasi Indonesia” adalah
Anggota pada Koperasi Sekunder.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Anggota” adalah orang yang
memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam
Anggaran Dasar.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “Anggota pendiri” adalah orang yang
mendirikan Koperasi sebagaimana tertuang dalam akta
pendirian dan/atau orang yang dinilai memiliki kepeloporan
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dalam pengembangan Koperasi. Hal ini merupakan wujud
pengakuan Koperasi terhadap kepeloporannya dan dapat
diberikan apresiasi dalam bentuk insentif tertentu yang
diatur oleh Koperasi.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Anggota kehormatan” adalah orang yang
dinilai berjasa bagi Koperasi atau orang memiliki kemampuan
yang diperlukan untuk pengembangan Koperasi tetapi tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran
Dasar, seperti: warga negara asing, perbedaan domisili, perbedaan
profesi dengan mayoritas Anggota, dan sebab lainnya.

Anggota kehormatan tidak memiliki hak suara. Anggota
kehormatan memiliki kewajiban yang sama dengan Anggota
Koperasi. Ketentuan persyaratan, hak, dan kewajiban anggota
kehormatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 24
Ayat (1)
Koperasi membuka seluas-luasnya keanggotaan untuk dapat
diwujudkannya pembagian fungsi, skala usaha, dan pelayanan
optimal untuk tercapainya tujuan meningkatkan perbaikan
ekonomi anggota atau meningkatkan pendapatan dan/atau daya
beli atau kemakmuran anggota.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Yang dimaksud dengan “persyaratan” adalah sejumlah ketentuan
yang harus dipenuhi orang perseorangan atau Koperasi pada saat
akan mendaftar menjadi Anggota Koperasi Primer atau Koperasi
Sekunder.

Yang dimaksud dengan “hak” adalah setiap hal yang wajib diperoleh
atau diterima oleh Anggota dari Koperasi sebagai bentuk partisipasi



-65 -

Anggota sebagai pengguna pelayanan Koperasi.

Yang dimaksud dengan “kewajiban” adalah setiap hal yang wajib
dipenuhi oleh Anggota kepada Koperasi sebagai bentuk partisipasi
Anggota sebagai pemilik Koperasi.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak berpartisipasi aktif dalam
kepemilikan” adalah  Anggota tidak atau kurang
berpartisipasi dalam pemodalan dan pengawasan Koperasi.

Yang dimaksud dengan “tidak berpartisipasi aktif dalam
usaha” adalah Anggota tidak atau kurang berpartisipasi
dalam memanfaatkan pelayanan Koperasi, berupa transaksi
penyediaan barang dan/atau jasa untuk atau dari Anggota.

Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)

Pengurus dan Pengawas merupakan perangkat organisasi yang
mempunyai fungsi di bidang kepengurusan dan kepengawasan
kelembagaan dan usaha Koperasi.

Penamaan terhadap pelaksana fungsi kepengurusan dan
kepengawasan dapat menggunakan terminologi yang lazim
digunakan dalam dunia usaha, contohnya: untuk Pengurus bisa
dinamakan direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.
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Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “secara proporsional” adalah pengaturan
hak suara berdasarkan perkalian jumlah Anggota.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kendala geografis” adalah lokasi domisili
Anggota dengan kantor Koperasi atau tempat penyelenggaraan
Rapat Anggota yang dipisahkan oleh pulau, gunung, atau sungai
yang membutuhkan waktu relatif lama untuk dijangkau.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.



- 67 -

Ayat (3)
Yang dimaksud “pembentukan Koperasi baru” adalah Koperasi
yang baru pertama kali didirikan, bukan hasil dari Penggabungan,
Peleburan, Pemisahan, dan Pengintegrasian.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Huruf a
Aset dapat berupa antara lain tanah, bangunan, kendaraan,
dan surat-surat berharga.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Hurufe
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
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Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.
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Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah antara
lain memuat mengenai persyaratan, pengangkatan, penetapan,
pemberhentian, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dewan
pengawas syariah.

Pasal 67
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Koperasi dapat memperoleh modal lain yang sah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain
modal tetap dari Koperasi induk hasil Koperasi pemisahan,
modal khusus dari Anggota atau Koperasi lain atau mitra
usaha Koperasi dalam rangka pengembangan unit usaha
Koperasi, dan modal khusus dalam rangka restrukturisasi
penyehatan Koperasi.
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Mekanisme pengalihan Modal Anggota sebagian atau
seluruhnya oleh sesama Anggota adalah kepada Anggota
lama atau Anggota baru.

Mekanisme pengalihan Modal Anggota oleh Koperasi
dilakukan dengan cara transaksi pengalihan sementara atau
melalui Cadangan, untuk selanjutnya ditawarkan kepada
Anggota lama maupun Anggota baru.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “satuan tertentu” adalah suatu satuan
yang ditentukan oleh Koperasi untuk menyatakan Modal Anggota
dalam bentuk lembar, slot, unit, atau bentuk satuan lainnya.

Ayat (5)
Cukup jelas.
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Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat (1)
Salah satu metode penyetaraan Modal Anggota adalah
didasarkan pada indeks perkembangan usaha koperasi
dan/atau indeks inflasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “simpanan Anggota” adalah
simpanan sebagai produk KSP/KSPPS dan USP/USPPS.
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Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari asas
subsidiaritas yang mengharuskan Koperasi untuk
memberikan manfaat bagi usaha Anggota dan sedapat
mungkin tidak bersaing secara langsung dengan usaha
Anggotanya. Koperasi harus menghindari membuka usaha
yang dapat melemahkan atau merugikan usaha sebagian
besar Anggotanya.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Yang dimaksud “sektor riil” adalah usaha yang menghasilkan
barang dan jasa atau komoditas yang mencakup seluruh
kegiatan usaha pertanian, pertambangan, manufaktur,
perdagangan, dan jasa di luar jasa keuangan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)
Unit usaha mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Koperasi, yang dikelola secara otonom, yang mempunyai
pengelola, adminsitrasi dan neraca keuangan, administrasi
usaha, anggaran rumah tangga tersendiri.

Unit usaha mandiri Koperasi dibentuk dalam hal unit usaha
tersebut dinilai akan lebih efisien dan layak jika dikelola secara
otonom.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
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Ayat (1)
Yang dimaksud “Koperasi Multi Pihak” adalah Koperasi dengan
model pengelompokkan anggota berdasarkan peranan kelompok
pihak Anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu yang
disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan
usaha, potensi, dan kebutuhan anggota.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud “kelompok pihak anggota” adalah kumpulan
Anggota Koperasi yang dikelompokkan menjadi satu pihak yang
memiliki suatu peranan dalam lingkup usaha tertentu.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “metode tanggung renteng” adalah
tanggung jawab bersama di antara Anggota dalam satu kelompok
atau komunitas atas segala kewajiban terhadap Koperasi dengan
dasar keterbukaan dan saling mempercayai.

Ayat (7)
Cukup jelas.
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Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Layanan lain dengan tujuan pendidikan dan pembudayaan
berkoperasi antara lain dalam bentuk layanan simpanan bagi
anak dari Anggota Koperasi dalam rangka membangun budaya
berkoperasi bagi generasi muda.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98



Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Untuk menutup defisit hasil usaha dan/atau rugi usaha dapat
dibebankan lebih dari satu tahun anggaran pendapatan dan
belanja Koperasi.

Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Ayat (1)

Rancangan Penggabungan memuat antara lain:

a. nama dan tempat kedudukan dari tiap Koperasi yang akan
melakukan Penggabungan;

b. alasan serta penjelasan Pengurus Koperasi yang akan
melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan,;

c. tata cara penilaian aset, utang, dan konversi ekuitas Koperasi
yang menggabungkan diri terhadap aset, utang, dan konversi
ekuitas Koperasi yang menerima Penggabungan;

d. laporan keuangan paling sedikit 1 (satu) tahun buku terakhir
dari setiap Koperasi yang melakukan Penggabungan;

e. rancangan perubahan Anggaran Dasar yang menerima
Penggabungan;

f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari
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Koperasi yang melakukan Penggabungan;

g. neraca proforma Koperasi yang menerima Penggabungan
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk
Koperasi;

h. cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban Anggota,
Pengurus, Pengawas, dan karyawan Koperasi yang melakukan
Penggabungan diri;

i. cara penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi yang
menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;

j.- nama Pengurus dan Pengawas serta gaji, honorarium, dan
tunjangan bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi yang
menerima Penggabungan;

k. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;

l. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang
dicapai dari setiap Koperasi yang melakukan Penggabungan;

m. kegiatan utama  setiap Koperasi yang melakukan
Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku
yang sedang berjalan; dan

n. perincian masalah yang timbul selama tahun buku yang
sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Koperasi yang
melakukan Penggabungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.
Pasal 125

Cukup jelas.
Pasal 126

Ayat (1)

Rancangan Peleburan memuat antara lain:

a. nama dan tempat kedudukan dari tiap Koperasi yang akan
melakukan Peleburan;

b. nama dan tempat kedudukan dari Koperasi baru hasil
Peleburan;

c. alasan serta penjelasan Pengurus Koperasi yang akan
melakukan Peleburan dan persyaratan Peleburan;

d. tata cara penilaian aset, utang, dan konversi modal Koperasi
yang akan meleburkan diri;

e. laporan keuangan paling sedikit 1 (satu) tahun buku terakhir
dari setiap Koperasi yang akan melakukan Peleburan;

f. rancangan Anggaran Dasar baru hasil Peleburan;

g. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari

Koperasi yang akan melakukan Peleburan;
neraca proforma Koperasi baru hasil Peleburan sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk Koperasi;
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cara penyelesaian status, hak dan kewajiban Anggota,
Pengurus, Pengawas, dan karyawan Koperasi yang meleburkan
diri;

cara penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi yang
meleburkan diri terhadap pihak ketiga;

k. nama Pengurus dan Pengawas serta gaji, honorarium, dan
tunjangan bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi baru hasil
Peleburan;

1. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Peleburan;

m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang
dicapai dari setiap Koperasi yang akan melakukan Peleburan;

n. kegiatan utama setiap Koperasi yang akan melakukan
Peleburan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku
yang sedang berjalan; dan

o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang
berjalan yang mempengaruhi kegiatan Koperasi yang akan
melakukan Peleburan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.
Pasal 128

Cukup jelas.
Pasal 129

Ayat (1)

Rancangan Pemisahan memuat antara lain:

a. nama dan tempat kedudukan dari Koperasi yang akan
melakukan Pemisahan;

b. nama dari unit Koperasi yang akan dipisah;

c. nama dan tempat kedudukan dari Koperasi baru hasil
Pemisahan;

d. alasan serta penjelasan Pengurus Koperasi yang akan
melakukan Pemisahan dan persyaratan Pemisahan;

e. tata cara pengalihan aset, kewajiban, dan ekuitas Koperasi
yang akan melakukan Pemisahan kepada Koperasi baru hasil
Pemisahan;

f. laporan keuangan paling sedikit 1 (satu) tahun buku terakhir
dari Koperasi yang akan melakukan Pemisahan dan unit bila
ada;

g. rancangan Anggaran Dasar baru hasil Pemisahan;

h. neraca proforma Koperasi baru hasil Pemisahan sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk Koperasi;

cara penyelesaian status, hak dan kewajiban Anggota,
Pengurus, Pengawas, dan karyawan Koperasi yang
memisahkan diri;
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cara penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi yang
memisahkan diri terhadap pihak ketiga;

k. nama Pengurus dan Pengawas serta gaji, honorarium, dan
tunjangan bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi baru hasil
Pemisahan;

1. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pemisahan;

m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang
dicapai dari setiap Koperasi yang akan melakukan Pemisahan;

n. kegiatan utama setiap Koperasi yang akan melakukan
Pemisahan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku
yang sedang berjalan; dan

o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang
berjalan yang mempengaruhi kegiatan Koperasi yang akan
melakukan Pemisahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Ayat (1)

Rancangan Pengintegrasian memuat antara lain:

a.

b.

nama dan tempat kedudukan dari para pihak yang akan
melakukan Pengintegrasian;

alasan serta penjelasan Pengurus Koperasi yang akan
melakukan Pengintegrasian dan persyaratan Pengintegrasian,;
tata cara penyelenggaraan hubungan induk usaha bersama
dengan para pihak yang akan melakukan Pengintegrasian; dan
kegiatan utama para pihak yang melakukan Pengintegrasian
dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang
berjalan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.
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Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Ayat (1)
Ketentuan ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban Koperasi
yang berstatus "Koperasi dalam penyelesaian”, masih tetap ada
untuk menyelesaikan seluruh urusannya. Agar masyarakat
mengetahuinya, di depan kantor Koperasi dipasang pengumuman
yang memuat frasa "Koperasi dalam penyelesaian”.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.
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Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Ayat (1)

Gerakan Koperasi di Indonesia dimengerti lahir dari Kongres
Koperasi pertama yang diselenggarakan di Tasikmalaya pada
tanggal 12 Juli 1947.

Memperhatikan dinamika perkembangan perkoperasian maka
gerakan Koperasi sebagai wadah mandiri untuk memperjuangkan
kepentingan dan bertindak membawa aspirasi Koperasi, dapat
lebih dari 1 (satu) organisasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 156
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
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Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Contoh penyuluhan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah adalah memberikan fasilitasi pra-koperasi yang
memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan menjadi Koperasi.

Yang dimaksud dengan “pra-koperasi” adalah kelompok usaha
bersama yang didirikan oleh masyarakat yang dimaksudkan
untuk dibentuk menjadi Koperasi.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.
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Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.
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